PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 28¢ /KUM/2022

TENTANG

STANDAR P
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN oEL i A
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
BUPATI TAPIN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, periu
menetapkan Standar Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan
Daerah Tingkat [ Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);



Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4724),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573];

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Taehun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir, dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2987,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573,



10,

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penvelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221)

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
sebagaimana  telah diubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



13.

14,

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1936);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021
tentang  Sistem  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi Secara
Elektronik (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
272);



17.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2016 Nomor 09}, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2019 Nomor 10};

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022
tentang  Perubahan  Keempat Atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2022 Nomor 15});



Menetapkan
KESATU

KEDUA

19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun
2018 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2018 Nomor 29), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun
2018 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2022 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,
meliputi Standar Pelayanan:
a. Perizinan:
I. Sektor Lingkungan:
1. treatment dan pembuangan limbah
berbahava;
2. pengumpulan air limbah tidak
berbahaya;



if.

™

pengumpulan air limbah
berbahaya;

treatment dan pembuangan air
limbah tidak berbahaya;
treatment dan pembuangan air
limbah berbahaya;

usaha kehutanan lainnya,
persetujuan lingkungan;
persetujuan teknis tempat
penyimpanan sementara limbah
bahan berbahaya beracun; dan
persetujuan teknis pembuangan air
limbah.

Sektor Perdagangan:

-

A

10.

11.

12,

portal web dan/atau platform
digital dengan tujuan komersial;
perdagangan eceran mobil baru;
perdagangan eceran mobil bekas;
pencucian dan salon mobil;

perdagangan eceran suku cadang
dan aksesoris mohil;

perdagangan besar sepeda motor
baru;

perdagangan besar sepeda motor
belkas;

perdagangan eceran sepeda motor
baru;

perdagangan eceran sepeda motor
bekas;

perdagangan besar suku cadang
sepeda motor dan aksesorisnya;
perdagangan eceran suku cadang
sepeda motor dan aksesorisnya;
perdagangan besar atas dasar balas
jasa (fes) atau kontrak;



13.

14,

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22,

23.

24,

25,

27.

28.

29,

30.

31.

perdagangan besar padi dan
palawija;

perdagangan besar buah yang
mengandung minyalk;

perdagangan besar bunga dan
tanaman hias;

perdagangan besar binatang hidup;
perdagangan besar hasil pertanian
dan hewan hidup lainnya;
perdagangan besar beras;
perdagangan besar buah-buahan;
perdagangan besar sayuran;
perdagangan besar kopi, teh dan
kakao;

perdagangan besar minyak dan
lemak nabati;

perdagangan besar bahan makanan
dan minuman hasil pertanian
lainnya;

perdagangan besar daging sapi dan
daging sapi olahan;

perdagangan besar daging ayam
dan daging ayam oclahan;
perdagangan besar daging dan
daging olahan lainnya;
perdagangan besar telur dan hasil
olahan telur;

perdagangan besar susu dan

produk susu;

perdagangan besar minyak dan
lemak hewani;

perdagangan besar gula, coklat dan
kembang gula;

perdagangan besar produk roti;



32,

33.

34.

35.

36.

37.

38,

39.

41.

42.

43.

47.

49,

perdagangan besar minuman non
alkohol bukan susu;
perdagangan besar rokok dan
termbakau;

perdagangan besar makanan dan
minuman lainnya;

perdagangan besar tekstil;
perdagangan besar pakaian;
perdagangan besar alas kaki;
perdagangan besar barang lainnya
dari telstil;

perdagangan besar tekstil, pakaian
dan alas kaki lainnya;
perdagangan besar alat tulis dan
gambar;

perdagangan besar barang
percetakan dan penerbitan dalam
berbagai bentuk;

perdagangan besar alat fotografi
dan barang optik;

perdagangan besar peralatan dan
perlengkapan rumah tangga;

. perdagangan besar alat olahraga;
45.

perdagangan besar alat musik;
perdagangan besar perhiasan dan
jam;

perdagangan besar alat permainan
dan mainan anak-anak;
perdagangan besar berbagai barang
dan perlengkapan rumah tangga
lainnya YTDL;

perdagangan besar komputer dan
perlengkapan komputer;
perdagangan besar piranti lunak;



51.

24,

53.

24,

35,

a7.

60,

61,

62,
63.

64,

65.

perdagangan besar suku cadang
elektronilk;

perdagangan besar disket, flash
drive, pita audio dan video, CD dan
DVD kosong;

perdagangan besar peralatan
telekomunikasi;

perdagangan besar mesin,
peralatan dan perlengkapan
pertanian;

perdagangan besar mesin kantor
dan industri pengolahan, suku
cadang dan perlengkapannya;
perdagangan besar barang logam
untuk bahan konstruksi;
perdagangan besar kaca;
perdagangan besar genteng, batu
bata, ubin, dan sejenisnya dari
tanah liat, kapur, semen atau kaca;
perdagangan besar semen, kapur,
pasir, dan batu;

perdagangan besar bahan
konstruksi dari porselen;
perdagangan besar bahan
konstruksi kayu;

perdagangan besar cat;
perdagangan besar berbagai
macam material bangunan;
perdagangan besar bahan
konstruksi lainnya;

perdagangan besar karet dan
plastik dalam bentuk dasar;
perdagangan besar kertas dan
karton;



67.

68,

69.

70.

TL.

7.

73.

74.

7.

76.

T,

78,

79.

perdagangan besar barang dar
kertas dan karton;

perdagangan besar barang bekas
dan sisa-sisa tak terpakai [(scrapj;
perdagangan besar produk lainnya
YTDL;

perdagangan eceran berbagai
macam barang vang utamanya
makanan, minuman atau
tembakau bukan di
minimarket / supermarket/hyperma
rker (tradisional);

perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
bukan makanan, minuman, atau
tembakau (barang-barang
kelontong) bukan di toserba
|department storej;

perdagangan eceran padi dan
palawija;

perdagangan eceran buah-buahan;
perdagangan eceran sayuran;
perdagangan eceran hasil
peternakan;

perdagangan eceran hail pertanian
lainnya;

perdagangan eceran minuman
tidak beralkohol

perdagangan eceran khusus rokok
dan tembakau di toko;
perdagangan eceran beras;
perdagangan eceran roti, kue
kering, serta kue basah dan

sejenisnya;



81.

84,

85.

87.

90.

91.
92.

93.

95,

97.

g8.

perdagangan eceran eceran kopi,
gula pasir dan gula merah;
perdagangan eceran tahu, tempe,
tauco dan oncom;

perdagangan eceran daging dan
ikan olahan;

perdagangan eceran makanan
lainnya;

perdagangan eceran komputer dan
perlengkapannya;

perdagangan eceran peralatan video
game dan sejenisnya;
perdagangan eceran piranti lunak
(software},

perdagangan eceran aiat
telekomunikasi;

perdagangan eceran mesin kantor;
perdagangan eceran khusus
peralatan audio dan video di toko;
perdagangan eceran tekstil;
perdagangan eceran perlengkapan
rumah tangga dari tekstil;
perdagangan eceran perlengkapan
jahit menjahit;

perdagangan eceran barang logam
untuk bahan konstruksi:
perdagangan eceran kaca;

. perdagangan eceran genteng, batu

bata, ubin dan sejenisnya dari
tanah liat, kapur, semen atau kaca;
perdagangan eceran semen, kapur,
pasir dan batu;

perdagangan eceran bahan
konstruksi dari porselen;



99, perdagangan eceran bahan
konstruksi dari kayu;

100, perdagangan eceran cat, pernis dan
lak;

101. perdagangan eceran berbagai
macam material bangunan,

102, perdagangan eceran bahan dan
barang konstruksi lainnya;

103, perdagangan eceran khusus karpet,
permadani dan penutup dinding
dan lantai di toko;

104. perdagangan eceran furnitur;

105. perdagangan eceran peralatan
listrik rumah tangga dan peralatan
penerangan dan perlengkapannya;

106. perdagangan eceran barang pecah
belah dan perlengkapan dapur dari
plastik;

107, perdagangan eceran barang pecah
belah dan perlengkapan dapur dari
batu atau tanah liat;

108, perdagangan eceran barang pecah
belah dan perlengkapan dapur dari
kayu, bambu atau rotan;

109. perdagangan eceran barang pecah
belah dan perlengkapan dapur
bukan dari plastik, batu, tanah liat,
kayu, bambu atau rotan;

110. perdagangan eceran alat musik;

111, perdagangan eceran peralatan dan
perlengkapan rumah tangga
lainnya YTDL;

112, perdagangan eceran alat tulis
menulis dan gambar;



113. perdagangan eceran hasil
penceiakan dan penerbitan,

114. perdagangan eceran khusus
rekaman misuk dan video di toko;

115. perdagangan eceran khusus
peralatan olahraga di toko;

116. perdagangan eceran khusus alat
permainan dan mainan anak-anak
di toko;

117, perdagangan eceran kertas, kertas
karton dan barang dari
kertas/karton;

118, perdagangan eceran pakaian,

119, perdagangan eceran sepatu, sandal
dan alas kaki lainnya;

120. perdagangan eceran pelengkap
pakaian;

121. perdagangan eceran tas, dompet,
koper, ransel dan sejenisnya;

122, perdagangan eceran alat fotografi
dan perlengkapannya;

123. perdagangan eceran alat optik dan
perlengkapannya;

124. perdagangan eceran kaca mata;

125. perdagangan eceran jam,

126, perdagangan eceran barang
perhiasan;

127, perdagangan eceran perlengkapan
pengendara kendaraan bermotor;

128. perdagangan eceran pembungkus
dari plastik;

129, perdagangan eceran khusus barang
baru lainnya YTDL;

130. perdagangan eceran barang belas
perlengkapan rumah tangga;



131. perdagangan eceran pakaian, alas
kaki dan pelengkap pakaian bekas;

132. perdagangan eceran barang
perlengkapan pribadi bekas;

133. perdagangan eceran barang listrik
dan elektronik bekas;

134. perdagangan eceran bahan
konstruksi dan sanitasi bekas;

135. perdagangan eceran hewan ternak;

136, perdagangan eceran pakan
ternak/unggas/ikan dan hewan
piaraan;

137. perdagangan eceran bunga
potong/ florist;

138, perdagangan eceran tanaman dan
bibit tanaman;

139. perdagangan eceran pupuk dan
pemberantasan hama;

140, perdagangan eceran perlengkapan
dan media tanaman hias;

141. perdagangan eceran barang
kerajinan dari kayu, bambu, rotan,
pandan, rumput dan sejenisnya,

142. perdagangan eceran barang
kerajinan dari logam;

143, perdagangan eceran barang
kerajinan dari keramik;

144, perdagangan eceran lukisan;

145, perdagangan eceran barang
kerajinan dan lukisan lainnya;

146, perdagangan eceran mesin
pertanian dan perlengkapannya;

147. perdagangan eceran mesin jahit
dan perlengkapannya;



148,

149,

150.

151.

152.

153.

154.

155,

156.

157.

158,

159.

160.

161.

perdagangan eceran mesin lainnya
dan perlengkapannya;
perdagangan eceran alat-alat
pertanian;

perdagangan eceran alat-alat
pertukangan,

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar komoditi padi dan
palawija;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar komoditi buah-buahan;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar komoditi sayur-sayuran;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar komoditi hasil
peternakan;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar komoditi hasil kehutanan
dan perburuan;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar komoditi tanaman hias
dan hasil pertanian lainnya;
eceran kaki lima dan loa pasar
beras;

eceran kaki lima dan los pasar roti,
kue kering, kue basah dan
sejenisnya;

eceran kaki lima dan los pasar
kopi, gula pasir, gula merah dan
sejenisnya;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar tahu, tempe, tauco dan
oncom;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar minuman;



162. perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar rokok dan tembakau;

163. perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar komoditi makanan dan
minuman YTDL;

164, perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar tekstil;

165, perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar pakaian;

166, perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar sepatu, sandal dan alas
kaki lainnya;

167. perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar pelengkap pakaian dan
benang;

168, perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar bahan kimia;

169. perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar pupuk dan
pemberantasan hama;

170. perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar aromatik / penyegar
(minyak atsiri);

171. perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar bahan kimia, farmasi,
kosmetik dan alat laboratorium dan
Ybdi YTDL;

172. perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar kaca mata;

173. perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang perhiasan;

174. perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar jam;



175, perdagangan eceran kaki lima dan

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

los pasar tas, dompet, koper, ransel
dan sejenisnya;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar perlengkapan pengendara
sepeda motor;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang keperluan
pribadinya;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang elektronik;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar alat dan perlengkapan
listrik;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang pecah belah dan
perlengkapan dapur dari

plastik /melamin;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang pecah belah dan
perlengkapan dapur dari batu atau
tanah liat;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang dan perlengkapan
dapur dari kayu, bambu atau
rotan;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang pecah belah dan
perlengkapan dapur bukan dari
plastik, batu, tanah liat, kayu,
bambu atau rotan;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar alat kebersihan;



185.

186.

187.

188.

189,

190.

191.

192.

193.

194,

195.

196.

perdagangan eceran kaki lima dan
loa pasar perlengkapan rumah
tangga lainnya;

eceran kaki lima dan los pasar
kertas, karton dan barang dari
kertas,

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar alat tulis menuhls dan
gambar;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar hasil pencetakan dan
penerbitan;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar alat olahraga dan alat
musik;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar alat fotografi, alat optik,
dan perlengkapannya;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar mesin kantor;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar peralatan telekomunikasi,
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar campuran kertas, karton,
barang dari kertas, alat tulis-
menulis, alat gambar, hasil
pencetakan, penerbitan dan
lainnya,;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang kerajinan;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar mainan anak-anak;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar lukisan;



197,

198.

199,

200,

201.

202,

203.

204,

205,

207.

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang antik;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang bekas
perlengkapan rumah tangga;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar pakaian, alas kaki,
perlengkapan pakaian dan barang
perlengkapan pribadi bekas;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang listrik dan
elektronik bekas,

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang bekas campuran;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar barang lainnya;
perdagangan eceran melalui media
untuk komoditi makanan,
minuman, tembakau, kimia,
farmasi, koametik dan alat
laboratorium;

perdagangan eceran melalui media
untuk komoditi tekstil, pakaian,
alas kaki dan barang keperluan
pribadi;

perdagangan eceran melalui media
untuk barang perlengkapan rumah
tangga dan perlengkapan dapur;

. perdagangan eceran melalul media

untuk berbagai macam barang
lainnya;

perdagangan eceran atas dasar
balas jasa (fee] atau kontrak;



208.

209,

210.

211.

212.

213.

214,

215.
216.
217.

218,

219,

perdagangan eceran keliling
komoditi makanan dari hasil
pertanian;

perdagangan eceran keliling
komoditi makanan, minuman atau
tembakau hasil industri
pengolahan;

perdagangan eceran keliling bahan
kimia, farmasi, kosmetik dan alat
laboratorium;

perdagangan eceran keliling tekstil,
pakaian, alas kaki dan barang
keperluan pribadi;

perdagangan eceran keliling
perlengkapan rumah tangga dan
perlengkapan dapur;

perdagangan eceran keliling kertas,
barang dari kertas, alat tulis,
barang cetakan, alat olahraga, alat
musik, alat fotografi dan komputer;
perdagangan eceran keliling barang
kerajinan, mainan anak-anak dan
lukisan;

pergudangan dan penyimpanan;
pergudangan dan penyimpanan
lainnya;

aktivitas cold storage;

sewa guna usaha tanpa hak opsi
intelektual properti, bukan karva
hak cipta;

real estat yang dimiliki sendiri atau

disewa;



220, perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau di minimarket/
supermarket/hypermarket;

221. perdagangan eceran berbagai
macam barang vang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau di toserba (department
store),

222, tanda daftar gudang;

223, surat tanda pendaftaran waralaba
bagi: penerima waralaba berasal
dari waralaba dalam negeri;

224, surat tanda pendaftaran waralaba
bagi: penerima waralaba lanjutan
berasal dari waralaba luar negeri;

225 surat tanda pendaftaran waralaba
bagi: penerima waralaba lanjutan
berasal dari waralaba dalam negeri;

226. izin usaha perdagangan;

227.izin reklame;

228, angkutan dan pergudangan,

229 izin usaha toko modemn /swalayan,
dan

230, surat tanda pendaftaran waralaba
(STPW).

Sektor Kesehatan:

1. industri produk obat tradisional
untuk manusia;

2. aktivitas pelayanan penunjang
kesehatan;

3. aktivitas rumah sakit pemerintah;



10.

11.
12,

13.

14,

15.

16.

17.
18,

19.
20.
21,

22,

perdagangan eceran barang dan
obat farmasi untuk manusia di
apotek;

perdagangan eceran barang dan
obat farmasi untuk manusia bukan
di apotek;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar farmasi;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar obat tradisional;
rumah/kedai obat tradisional;
perdagangan eceran obat
tradisional untuk manusia;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar koametik;

industn pengolahan lainnya YTDL;
perdagangan eceran kosmetik
untulk manusia;

perdagangan eceran alat
laboratorium, alat farmasi dan alat
kesehatan untuk manusia;
industri alat kesehatan dalam
subgolongan 2101,

aktivitas kebersihan bangunan dan
industri lainnyva;

aktivitas rumah sakit swasta;
aktivitas klinik swasta;

industri furnitur untuk operasi,
perawatan kedokteran, dan
kedokteran gigi;

industri kertas Inrssue;

aktivitas puskesmas;

aktivitas pelayanan kesehatan
tradisional;

aktivitas klinik pemerintah;



23,

24,

25,

26.

27.

28,

8 8

3l1.
32.
33.

35.
. 1zin apotek;
37.

38.
39.

41.
42,

aktivitas pelayanan kesehatan vang
dilakukan oleh tenaga kesehatan
selain dokter dan dokter gigi;
sertifikat standar penetapan
penyelenggaraan UTD kelas
pratama di RS Pemerintah (tidak
melalui OSS);

sertifikat standar penetapan
penyelenggaraan UTD kelas madya
di RS Pemerintah (tidak melalui
0ss);

label pengawasan /pembinaan
tempat pengelolaan pangan di
kabupaten /kota;

pengolahan pangan industri rumah
tangga (P-IRT);

sertifikat laik higiene sanitasi di
wilayah;

sertifikat laik sehat - di wilayah;
sertifikasi pemenuhan komitmen
produksi pangan olahan industri
rumah tangga (SPP-IRT);

izin mendirikan rumah sakit;

izin operasional rumah salkit;

izin operasional puskesmas;

izin klinik;

izin laboratorium kesehatan /medis;

izin pengobatan
tradisional / penyehat tradisional;
izin optikal,

izin praktik dokter gigi;

izin praktik dokter umum;

izin praktik dokter spesialis;

izin praktik bidan;



v,

o 8

16,
47,

48,
49,

50.
sl.
52.
53.
54.
59.

56.

o7.
o8,

1zin praktik perawat;

izin praktik apoteker;

izin praktik fisioterapis;

izin praktik nutrisionist :

izin praktik ahli teknologi
laboratorium medik (ATLM);

izin praktik penata anestesi:

izin praktik tenaga teknis
kefarmasian;

izin praktik terapis gigi dan mulut;
izin praktik radiografer;

izin praktik refraksionis optisien;
izin praktik elektromedis;

sertifikat produksi pangan-industri
rumah tangga (SPP-IRT);

izin depot air minum isi ulang
(DAMIU);

izin akupresur dan akupuntur; dan
izin toko obat.

Sektor Transportasi:

1.
2.
3.

angkutan jalan rel wisata;
angkutan jalan lainnya rel;
angkutan sungal dan danau lmer
(trayek tetap dan teratur) untuk
penumpang;

angkutan penyeberangan umum
dalam kabupaten/kota untuk
barang;

konstruksi jalan rel;

reparasi kapal, perahu dan
bangunan terapung;

angkutan laut dalam negeri liner
dan tramper untuk penumpang;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

43,

24,

25.

26,

27.

angkutan laut luar negeri untuk
barang umum

angkutan bus khusus;

angkutan bus dalam trayek
lainnya,

angkutan bus tidak dalam trayek
lainnya;

angkutan sungai dan danau
tramper (trayek tidak tetap dan
tidak teratur] untuk penumpang,
angkutan sungai dan danau untuk
wisata dan Ybdi;

angkutan sungai dan danau untuk
barang umum dan/atau hewan;
angkutan sungai dan danau untuk
barang khusus;

angkutan darat khusus bukan bus;
angkutan taksi;

pengerukan;

penviapan lahan;

angkutan sungai dan danau untuk
barang berbahaya;

aktivitas perparkiran di luar badan
Jjalan (off street parking|;

angkutan darat lainnya untuk
penumpang,

angkutan tidak bermotor untuk
penumpang;

angkutan bus perbatasan;
angkutan bus kota;

angkutan perbatasan bukan bus
dalam trayek;

angkutan perdesaan bukan bus,
dalam travek;



28.

30.

31,

32.

33.

34.
335.

36.

37.

38,

41.
42.

angkutan penyeberangan dalam
kabupaten fkota untuk
peEnumMpang;

. persetujuan hasil analisis dampak

lalu lintas (ANDALALIN);

izin pembangunan prasarana
perkeretaapian umum;

izin operasi prasarana
perkeretaapian umum;

izin operasi perkeretaapian umum
SATAaANA;

izin pembangunan prasarana
perkeretaapian khusus;

izin operasi perkeretaapian khusus;
pengalihan izin operasi
perkeretaapian khusus kereta api;
dan/atau menambah jumlah
rangkaian kereta api khususj;

izin penyelenggaraan perparkiran
diluar ruang milik jalan;

izin penyelenggaraan perparkiran
didalam ruang milik jalan;

izin pemanfaatan dan pengelolaan
sungai dalam wilayah kabupaten;
izin bongkar muat dipelabuhan
milik Pemerintah Daerah;

izin pembangunan pelabuhan
pengumpan lokal dalam wilayah
kabupaten;

izin andalalin; dan

izin angkutan perdesaan (trayek).



V. Sektor Pertanian:

1.
2.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17,
18.
19.
20.
21.

pertanian tanaman pakan ternak;
perbenihan tanaman pakan ternak
dan pembibitan bit (bukan bit
gulal;

pembibitan dan budidaya sapi
potong;

pembibitan dan budidaya sapi
perah;

pembibitan dan budidaya kerbau
potong;

pembibitan dan budidaya kerbau
perah;

peternakan kuda dan sejenisnya;
pembibitan dan budidaya kambing
potong;

pembibitan dan budidaya kambing
perah;

budidaya ayam ras pedaging;
budidaya ayam ras petelur;
pembibitan ayam lokal dan
persilangannya;

pembibitan dan budidaya

itik/ bebek;

pembibitan budidaya burung
puyuh;

pembibitan ayam ras,

pembibitan dan budidaya ternak
unggas lainnya;

pembibitan dan budidaya lebah;
pembibitan dan budidaya rusa;
pemhibitan dan budidaya kelinci;
pembibitan dan budidaya cacing;
pembibitan dan budidaya walet;



42,

23,
24,
25.
26.
27.

28.

pembibitan dan budidaya aneka
ternak lainnya;

jasa pelayanan kesehatan ternak;
jasa perkawinan ternak;

jasa penetasan telur;

jasa penunjang peternakan lainnya;
kegiatan rumah potong dan
pengepakan daging bukan unggas;
kegiatan rumah potong dan
pengepakan daging unggas;
industn pengolahan dan
pengawetan produk daging dan
daging unggas;

30, indusir pengawetan kulit;

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

. perdagangan eceran barang dan

obat farmasi untuk hewan di apotik
dan bukan di apotik;

perdagangan eceran obat
tradisional untuk hewan;
perdagangan eceran kosmetik
untuk hewan;

perdagangan eceran khusus barang
dan obat farmasi, alat kedokteran ,
parfum dan kosmetik lainnya;
aktifitas kesehatan hewan;
pertanian jagung;

pertanian kedelai;

pertanian kacang tanah;

pertanian kacang hijau;

pertanian serella lainnya, aneka
kacang;

pertanian padi hibrida;

pertanian padi inbrida;

pertanian aneka umbi palawija;



44,

45.

47.

49,

51.
52,
a3,

54,
55.

57.

59,

&60.
61.

6.

industri penggilingan aneka kacang
termasuk leguminous,

industr penggilingan aneka umbi
dan sayuran (termasuk rhizomej,
industri pati ubi kayu;

industri penggilingan padi dan
penyoschan beras;

industri penggilingan dan
pembersihan jagung,

jasa pemupukan, penanaman
bibit/benih dan pengendalian hama
dan gulma;

jasa pasca panenpemilihan benih
tanaman untulk
pengembangbiakan;

jasa pengolahan lahan;

jasa pemanenan;

jasa penyemprotan dan
penyerbukan melalui udara;

jasa penunjang pertanian lainnya;
industri tempe kedelai;

industri tahu kedelai;

industri konsentrat makanan
ternak;

pertanian aneka kacang
holtikultura;

pertanian hortikultura sayuran
daun;

pertanian hortikultura buah;
pertanian hortikultura sayuran
buah;

pertanian hortikultura sayuran
umbi;

petanian jamur;



64.

3.
66.
67.
68,

69.

0.

7T1.
T2.

7T3.

74.

T3,

76.

77.
78.

79,

Bl.

B2,

B3.

R

& 5

pertanian hortikultura sayuran
lainnya;

pertanian tanaman bunga;
pembibitan tanaman bunga
pertanian buah anggur;
pertanian buah-buahan tropis dan
sub tropis;

pertanian buah jeruk;

pertanian buah apel dan buah batu
([poma and stone fruit);

pertanian sayuran tahunan;
pertanian tanaman semusim
lainnya Ytdl;

pertanian buah semak lainnya;
pertanian cabai;

pertanian tanaman obat atau
biofarmaka rimpang;

pertanian tanaman obat atau
biofarmaka non rimpang;
pertanian tanaman hias;
pertanian pengembangbiakan
tanaman;

pertanian biji-bijian penghasil
bukan minyvak makan;
perkebunan tebu;

pertanian tanaman pakan ternak;
pertanian tanaman semusim
lainnya ytdl;

pertanian buah-buahan tropis dan
subtropis;

pertanian buah biji kacang-
kacangan;

perkebunan buah kelapa;
perkebunan buah kelapa sawit;



B7. pertanian tanaman untuk bahan
minuman;

88. perkebunan lada;

89. perkebunan cengkeh,

90. perkebunan tanaman
aromatik/penyegar;

91. pertanian tanaman obat atau
biofarmaka rimpang;

G2. perianian tanaman obat atau
biofarmaka non rimpang;

G3. pertanian tanaman rempah-rempah
aromatic/penyegar dan obat
lainnya;

94. perkebunan karet dan tanaman
penghasil getah lainnya;

95. mdustri kopra;

96. industri minyak mentah kelapa;

97. industri minyak mentah kelapa
sawit (crude palm oil);

98. industri gula pasir;

99. mndustri pengasapan karet;

100. jasa pasca panen;

101. industri kakao,

102. industri minyak gioreng kelapa;

103. industri pengolahan kopi;

104, industn gula merah;

105. industri minyak atsiri;

106. pertanian biji-bijian penghasil
minyak makan;

107. pertanian bit, gula dan tanaman
pemanis bukan tebu;

108, pertanian tanaman berserat;

109, perkebunan buah oleaginous
lainnys;



V1.

110.

111.

112,

113.
114.
115.
116.

117.
118.
119.
120,
121.
122,

123.
124,

125.
126.
127,
128,

pelayanan jasa laboratorium
veteriner,

sertifikat cara budi daya ternak
yang baik;

izin pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet;

izin usaha tanaman pangan,

izin usaha perkebunan;

izin perubahan luas lahan;

izin perubahan jenis tanaman
dana tau perubahan kapasitas
pengolahan;

izin diversifikasi usaha;

izin usaha budidaya holtikultura;
izin usaha obat hewan (produsen);
izin usaha peternakan;

izin usaha perbenihan tanaman;
izin usaha perbenihan holtikultura;
izin produksi bibit tanaman;

izin poliklinik / rumah sakit
hewan;

izin praktek dokter hewan;

izin rumah potong hewan;

izin usaha tetap perikanan
budidaya.

Sektor Panwisata;

1.

peninggalan sejarah [/ cagar budaya
vang dikelola pemerintah;
peninggalan sejarah / cagar budava
vang dikelola swasta;

wisata budaya lainnya;

aktivitas agen perjalanan wisata;
villa (non bintang);



10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19,

40,
21,

22,

23.
24,
25.
26.

27.
28.

restoran dengan jumlah tempat
duduk tamu < 50 unit;

warung / rumah makan;
restoran dan penyediaan makanan
keliling lainnya;

rumah minum / kafe;

kedai makanan;

penyediaan makanan keliling /
tempat tidak tetap;

kedai minuman;

penyediaan minuman keliling /
tempat tidak tetap;

hotel dengan jumlah kamar tidur
tamu < 61 unit atau jumlah
karyawan < 41 orang;

apartemen hotel dengan jumlah
unit hunian tamu < 61 unit atau
jumlah karyawan <41 orang;
pondok wisata;

bumu perkemahan dan taman
karavan;

persinggahan karavan;
penyediaan akomodasi jangka
pendek lainnya;

penginapan remaja (vouth hostel);
aktivitas operasional fasilitas seni;
aktivitas impresariat bidang sem
dan festival;

promotor kegiatan olahraga;
fasilitas stadion;

fasilitas lapangan;

pengelolaan fasilitas olahraga
lainnya;

rumah pijat;

aktivitas pertunjukan;



29.

30.
31.
32.
33.

34,
35.

36.
37.
38.

39,

40.

41.

42.

43.
44,
43.
46.
47.
48.
49.
50.
al.
52.
53.
4.
55,

aktivitas penunjang semni
pertunjukan;

pelaku kreatif seni pertunjukan;
pelaku kreatif seni musik;
aktifitas pelaku kreatif seni rupa;
aktivitas pekerja seni dan pekerja
kreatif lainnya;

fasilitas olahraga bela diri;
fasilitas pusat kebugaran/fitness
center;

aktivitas olahraga tradisional;
taman rekreasi/taman wisata;
aktifitas hiburan dan rekreasi
lainnya YTDL;

penyewaan venus penyelenggaraan
aktivitas MICE dan event khusus;
aktivitas hiburan, seni dan
kreativitas lainnya;

jasa penyelenggara pertemuan,
perjalanan insentif, konferenasi;
jasa penvelenggara event khusus
(special event);

jasa informasi pariwisata;

jasa informasi daya tarik wisata;
aktifitas konsultasi pariwisata;
jasa pramuwisata;

jasa interpreter wisata;

jasa reservasi lainnya YBDI YTDL,;
kolam pemancingan,

aktivitas biro perjalanan lainnya;
aktivitas agen perjalanan lainnya,
wisata agro,;

museum yvang dikelola pemerintah;
museum vang dikelola swasta,;
pemandian alam;



VII.

7.
=28,
59.
60,

61.

62,

63,

64,

65.

66.
67.

daya tarik wisata buatan / binaan
manusia lainnya;

angkutan darat wisata;

vila bintang I;

aktivitas biro perjalanan wisata;
penyedia akomodasi lainnya (jasa
manajemen hotel);

penyedia akomodasi lainnya
(hunian wisata senior / lansia);
hotel dengan jumlah kamar tidur
tamu 60-100 unit atau jumlah
karyawan 41 -99 orang;
apartemen hotel dengan unit
hunian 60-100 unit atau jumliah
karyvawan 41-99 orang;

restoran dengan jumiah tempat
duduk tamu 50- 100 unit;
aktivitas taman bertema atau
taman hiburan lainnya;

aktivitas kebugaran lainnyva; dan
daya tarik wisata alam lainnya.

Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat:

ol e

izin pengusahaan sumber daya air;
izin pemanfaatan dan penggunaan
bagian-bagian jalan;

konfirmasi kesesuaian
pemanfaatan ruang;

persetujuan bangunan gedung;
sertifikat laik fungsi (SLF),

izin usaha jasa konstruksi; dan
surat bukt kepemilikan bangunan
gedung,



VIIl. Sektor Perindustrian:

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

industri pengolahan dan
pengawetan produk daging dan
daging unggas;

industri penggaraman / pengerikan
ikan;

industri pembekuan ikan;
industri pengasapan [
pemanggangan ikan;

industri pemindangan ikan;
industri peragian / permentasi
ikan;

industri berbasis daging lumatan
dan surim;

industri pendinginan / pengesan
ikan;

industri pengolahan dan
pengawetan lainnya untuk ikan;
industri pengolahan dan
pengawetan ikan dan biota air
(bukan udang) dalam kaleng;
industri pengolahan dan
pengawetan udang dalam kaleng;
industri penggaraman /
pengeringan biota lainnya;
industri pengasapan /
pemanggangan biota air lainnya;
industri pembekuan biota air
lainnva;

industri pemindangan biota air
lainnya;

industri peragian / permentasi
biota air lainnya;

industri berbasis lumatan biota air
lainnya;



18.

19.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29,

30.

31.
32.

industri pendinginan / pengesan
biota air lainnya;

industri pengolahan dan
pengawetan lainnya untuk biota air
lainnya,

industri pengasinan / pemanisan
buah-buahan dan sayvuran,
industri pelumatan buah-buahan
dan sayuran;

industri pengeringan buah-buahan
dan sayuran;

industri pembekuan buah-buahan
dan sayuran;

indusiri pengolahan dan
pengawetan buah-buahan dan
sayuran,

industri pengolahan sari buah dan
SAVUrAn;

industri tempe dan kedelai;
industri tahu kedelai;

industri pengolahan dan
pengawetan kedelai dan kacang-
kacangan lainnya;

industri pengolahan dan
pengawetan lainnya buah-buahan
dan sayuran;

industri minyak mentah dan lemak
nabati;

industri margarine;

industri minyak mentah dan lemak
hewani selain ikan;

industri minyak ikan;

industri minyak goring bukan
minyak kelapa dan minyak kelapa

sawit;



35.
. industri minyak mentah kelapa;
37.

38,

40.

41.

42.

43.

4.

435.

46.

47,

49,
50.

51.

industri kopra;

industri minyak goring kelapa;
industri tepung dan pellet kelapa;
industr minyak mentah kelapa
sawit (crude palm oil);

industri minyak mentah inti kelapa
sawil (crude palm kernel oil);
industri pemisahan / fraksinasi
minyak mentah kelapa sawit dan
minyak mentah inti kelapa sawit;
industri pemumian minyak mentah
kelapa sawit dan minyvak mentah
inti kelapa sawit;

industri pemisahan / fraksinasi
minyak mummni kelapa sawit;
industri pemisahan / fraksinasi
minyak murni inti kelapa sawit;
msustn minyvak goring kelapa
sawit;

industri minvak mentah dan lemak
nabati dan hewani lainnya;
industri pengolahan susu segar
dank rim;

industri pengolahan susu bubuk
dan susu kental;

industri pengolahan es krim;
industri pengolahan es sejenisnya
vang dapat dimakan (bukabn es
batu dan es balek);

industri pengolahan produk dari
susu lainnya;

. industri penggilingan aneka kacang

(termasuk leguminous);



23.

a3,
. industri pati ubi kayu;
a7.

58.
59.

60.

61.

62,

63.

64.

65.

66.
67.

69,
70,

71,
72.

73.

74,
75.

industr penggilingan aneka umbi
dan sayuran (termasuk rhizome);
industri tepung campuran dan

adonan tepung;
industri makanan sereal;

industri berbagai macam pati
palma;

industn glukosa dan sejenisnya;
industri pati lainnya;

ndustn penggilingan padi dan
penyosohan beras;

industri penggilingan dan
pembersihan jagung;

industri tepung beras dan tepung
Jagung;

industri pati beras dan jagung;
industri pemanis dari beras dan
Jagung;

industri minyak dari jagung dan
beras;

industri produk rotidan kue;
industri gula pasir;

industri gula merah;

industri sirop;

industri pengolahan gula lainnya
bukan sirop;

industri kakao;

industri makanan dari cokelat dan
kembang gula;

industri manisan buah-buahan dan
sayuran kering,

industri kembang gula;
industri kembang guia lainnya;



76.

.

78.

80.
81.
B2,

§& %8

a7.

88.

89.
90.
91.
92,
93.

94,
Q5.
96.
97.
98,
99.

industri macaroni, mie dan produk
sejenisnya;

industri makanan dan masakan
olahan;

industri pengolahan kopi;

industri pengolahan herbal (herb
infusion);

industri pengolahan the;

industri kecap;

industri bumbu masak dan
penyedap masakan;

industri preduk masak dari kelapa;
industri produk masak lainnva;
industri makanan bayi;

industn kue basah;

industri makanan dari kedele dan
kacang-kacangan lainnya bukan
kecap, tempe dan tahu;

industr kerupuk, keripik, pevek
dan sejenisnya;

industri krimer nabati;

industri dodol;

industri produk makanan lainnya;
industru ransum makanan hewan;
industri konsentrat makanan
hewan;

industri malt;

industri minuman ringan;

industri air minum dan air mineral;
industri air kemasan;

industri air minum isi ulang;
industrl minuman lainnya;

100. industri persiapan serat tekstil;
101. industri pemintalan benang;
102. industri pemintalan benang jahit;



103. industri penyempurnaan benag;

104. indusiri penyempurnaan kain;

105. industri pencetakan kain;

106. industri batik;

107. industri kain rajutan;

108. industri kain sulaman / border;

109, industri bulu Hruan rajutan;

110. industri barang jadi tekstil untuk
keperluan rumah tangga;

111. industri barang jadi tekstil
sulaman;

112. industri bantal dan sejenisnya;

113. industri barang jadi rajutan dan
sitlaman;

114, industri karung goni;

115. ndustry karung bukan goni;

116. industri barang jadi tekstil lainnyva;

117. industri karpet dan permadani;

118 industri tali;

119, industri barang dari tali;

120. industri kain pita;

121. industri vang menghasilkan kain
keperluan industri;

122, industri kain ban;

123, industri kapuk;

124, industri kain tulle dan kain jaring;

125. industri tekstil lainnya ytdl;

126, industri pakaian jadi (konveksi)
dari tekstil;

127. industri pakaian jadi (konveksi)
dan kulit;

128. penjahitan dan pembuatan pakaian
SEesUAl pEsanan;

129. industri perlengkapan pakaian dari
tekstil;



1.30.

131.

132.

133.

134,
135.

136.

137.

138.
139.

140,
141.
142,
143.

144,
145,

146,
147.

148
149,
150.
151.

152.

industri pakaian jadi rajutan;
indusiri pakaian jadi sulaman /
border;

industri rajutan kaos kaki dan
sejenisnya;

industri pengawetan kulit;
industri penyamakan kulit;
industn barang dar kulit dan kulit
buatan untuk keperiuan teknik /
industri;

industri barang dan kulit dan kulit
buatan untuk keperluan lainnya,;
industri alas kaki untuk keperluan
sehari-hari;

industri sepatu olahraga,;

industri sepatu teknik lapangan /
keperluan industri;

industri alas kali lainnva;

industri penggergajian kayu;
industri pengawetan kayu;
industri pengawetan rotan, bambu
dan sejenisnya;

industri pengolahan rotan;
industri partikel kayu dan
sejenisnya;

industri kayu lapis,;

industri kayu lapis laminasi,
termasuk decorative plywood;

. industri panel kayu lainnya;

industri venner;

industri kayu laminasi;

industn barang bangunan dari
kayu,

industn bangunan prafabrikasi dan
kayvu;



153. industri wadah dari kayu;

154. industri barang anyaman dari rotan
dan bamboo;

155. industri barang anyaman dari
tanaman bukan rotan dan bamboo;

156, industri kerajinan ukiran dar kayu
bukan mebeller;

157, induatn alat dapur dan kayu, rotan
dan bamboo;

158. industri kayu bakar dan pelet kayu;

159. industri barang dari kayu, rotan,
gabus lainnya ytdl;

160. industri bubur kertas (pulp);

161. industri kertas budaya;

162. industri kertas berharga;

163. induatri kertas khusus:

164. industri kertas lainnya;

165. industri kertas dan papan kertas
bergelombang;

166. industri kemasan dan kotak dani
kertas dan karton;

167. industri kertas tissue;

168. industri barang dari kertas dan
papan kertas lainnya yang tidak
dapat diklasifikasikan di tempat
lain;

169. industri pencetakan umum;

170, industri pencetakan khusus;

171. industri pencetakan 3D printing;

172. kegiatan jasa penunjang
pencetakan;

173. reproduksi media rekaman suara
dan piranti lunak;

174. reproduksi media rekaman film dan

video;



175. industri produk dari batu bara;

176. industri pembuatan minyak
pelumas;

177. industri pengolahan kembali
minyak pelumas bekas,

178, industri briket batu bara;

179.industri kimia dasar anorganik
khlor dan alkali;

180. industri kimia dasar anorganik gas
industri

181. industn kimia dasar anorganik
pigmen;

182, industn kimia dasar anorganik
lainnya;

183. industri kimia dasar organik yang
bersumber dari hasil pertanian;

184. industri kimia dasar organik untuk
bahan baku zat warna dan pigmen,
zat warna dan pigmen;

185. industri kimia dasar organik vang
bersumber dari minyvak bumi, gas
alam dan batu bara;

186. industri kimia dasar organik yang
menghasilkan bahan kimia khusus;

187, industri kimia dasar organik
lainnya;

188, industri pupuk alam/non sintetis
hara makro primer;

189, industri pupuk buatan tunggal
hara makro primer;

190. industri pupuk buatan majemuk
hara makro primer;

191. industri pupuk buatan campuran
hara makro primer;



192,

193.
194,
195.
196.
197.

198.

199,

200.
201.

202.
203.
204,
205.

206.

207.
208.
209.
210,
211.
212.
213.
214,

215,
216.

industri pupuk hara makro
sekender;

industri pupuk hara mikro;
industri pupuk pelengkap;
industri media tanam;

mmdustri pupuk lainnya;

industri karet buatan;

industri bahan baku pemberantas
hama (bahan aktif);

industri pemberantas hama
(formulasi);

industri zat pengatur tumbuh;
industri bahan ameliorant
(pembenah tanah);

industri cat dan tinta cetak;
industn pernis (termasuk mastik);
industri lak;

industri sabun dan bahan
pembersih keperluan rumah
tangga;

industri kosmetik, termasuk pasta
gigi;

industri kosmetik untuk hewan;
industn perekat gigi;

industri perekat / lem;

industri bahan peledak;

industri tinta;

industri minvak atsiri;

industri korek api;

industri minyak atsiri rantai
tengah;

industri barang kimia lainnya ytdl;
industri
serat/benang/strip/filament
buatan;



217. industri serat stapel buatan;,

218. industri bahan farmasi manusia;

219. industn produk farmasi untuk
manusia;

220. industri produk obat tradisional
untuk hewan;

221.industri bahan farmasi untuk
hewan;

222 industri alat kesehatan dalam sub
golongan 2101,

223. industri bahan baku obat
tradisional;

224, industn produk obat tradisional:

225. industri produk obat tradisional
untuk hewan;

226, industri ban luar dan ban dalam;

227. imdustn vulkanisir ban;

228, industri pengasapan karet;

229, industri remiling karet;

230. industri karet remah (erumb
rubber);

231. industri barang dari karet untuk
keperluan rumah tangga,

232, industri barang dar karet untuk
keperluan industri;

233. industr barang dar karet untuk
keperluan infrastruktur;

234. industri barang dari karet untuk
kesehatan;

235. industri barang dari karet lainnya
vtdl;

236. industri barang dari plastik untuk
bangunan;

237. industri barang dari plastik untuk

pengemasan;



238. industri pipa plastik dan
perlengkapannya,

229, industri barang plastik lembaran;

240. industri perlengkapan dan
peralatan rumah tangga (tidak
termasuk furniture);

241. industri barang dan peralatan
teknik / industri dari plastik;

242. industri barang plastik lainnya ytdl
untuk skala usaha industry kecil
dan menengah;

243, industr kaca lembaran;

244, industri kaca pengaman;

245, industni kaca lainnya;

246. industri perlengkapan dan
peralatan rumah tangga dari kaca;

247. industri alat-alat laboratorium,
farmasi dan kesehatan dari kaca,

248, industri kemasan dari kaca;

249, industri alat laboratorium klinis;

250. industri barang lainnya dari kaca;

251. industri bata, mortar, semen, dan
sejenisnya yvang tahan api;

252. industri barang tahan api dari
tanah liat/ keramik lainnya;

253. industr batu bata darn tanah liat /
keramik;

254, industri genteng dari tanah liat /
keramik;

255. industri peralatan saniter dari
porselen;

256. industri bahan bangunan dari
tanah liat/keramik bukan batu
bata dan genteng;



257. industri perlengkapan rumah
tangga darn porselen;

258. industr perlengkapan rumah
tangga dari tanah liat/keramik;

259, industri alat laboratorium dan alat
listrik / teknik dari porselen;

260. industri barang tanah liat /
keramik dan porselen lainnya
bukan bahan bangunan;

261.industri semen;

262, industri kapur;

263. industri gips;

264. industri barang dari semen;

265, industri barang dari kapur;

266. industri barang dari semen dan
kapur untuk konstruksi;

267. industri barang dari gips untuk
konstruksi;

268. industri barang dari asbes untuk
keperluan bahan bangunan;
269 industri barang dari asbes untuk

keperiuan industri;

270. industri mortar atau beton siap
pakai;

271, industri bahan dari semen, kapur,
gips dan asbes lainnya;

272. industri barang dari marmer dan
granit untuk keperluan rumah
tangga dan pajangan;

273, industri barang dari marmer dan
granit untuk keperluan bahan
bangunan;

274, industri barang dari batu untuk
keperluan rumah tangga, pajangan
dan bahan bangunan;



275, industri barang dari marmer, granit
dan batu lainnya;

276. industri barang galian logam
lainnya ytdl;

277. industri besi dan baja dasar{iron
and steel making),

278. industri penggilingan baja (steel
rolling);

279, industri pipa dan sambungan pipa
dari baja dan besi;

280. industn pembuatan logam dasar
mulia;

281.industri pembuatan logam dasar
bukan besi;

282. industri penggilingan logam bukan
besi;

283. industri ekstrusi logam bukan besi;

284. industri pipa dan sambungan pipa
dari logam bukan besi dan baja;

285. industri pengecoran besi dan baja;

286. industri pengecoran logam bukan
besi dan baja;

287, industri barang dari logam bukan
aluminium siap pasang untuk
bangunan;

28B. industn barang dari logam
aluminium siap pasang untuk
bangunan;

289. industri konstruksi berat siap
pasang dari baja untuk bangunan;

290. industri barang dari logam siap
pasang untuk konstruksi lainnva;

291. industn tangka, tendon air dan
wadah dari logam;



292. industri generator uap bukan ketel
pemanas;

293. industri penempaan, pengepresan,
pencetakan dan pembentukan
logam, metalurgi bubuk;

294, jasa industri untuk berbagai
pengerjaan khusus logam dan
barang dari logam;

295. industri alat potong dan perkakas
tangan pertukangan;

296, industri alat potong dan perkakas
tangan yang digunakan dalam
rumah tangga;

297, industri peralatan umum;:

298, industri ember, kaleng, drum dan
wadah sejenis dari logam;

299, industri barang dari kawat;

300, industri paku, mur dan baut:

J01. industri brankas, filling kantor dan
sejenisnya;

302. industri peralatan dapur dan
peralatan meja dari logam;

303, industri keperluan rumah tangga
dari logam bukan peralatan dapur
dan peralatan meja;

304. industri pembuatan profil;

305. industri lampu dari logam;

306. industri barang logam lainnya ytdl;

307. industri tabung electron dan
konektor elektronik;

308. industr semi konduktor dan
komponen elektronika lainnva;

J09. industri komputer dan / atau
perakitan komputer;

310. industri perlengkapan komputer;



311,

312.

313.

industri peralatan telepon dan
faksimili;

industri peralatan komunikasi
tanpa kabel (wireless),

industri kartu cerdas (smart card);

314, industri peralatan komunikasi

3135.

316.

317.

318.

319,

320.

321.

322,
323.

324,

325.

326,

327.

328.

lainnya;

industri televise dan/ atau
perakitan televisi;

industri peralatan perekam,
penerima dan pengganda audio dan
video, bukan industri televisi;
industri perlatan audio dan video
elektronik lainnya;

industri alat ukur dan alat wji
manual;

industr alat ukur dan alat uji
elektrik;

industri alat ukur dan alat wji
elektronik;

industri alat uji dalam proses
industri;

industri alat ukur wakitu,

industri peralatan iradiasi/sinar x,
perlengkapan dan sejenisnya;
industri peralatan elektromedikal
dan elektroterapiindustri perlatan
fotografi;

industri kamera cinemtografi
provektor dan perlengkapannya;
indusiri teropong dan instrument
optik bukan kaca mata;

industri media magnetic dan media
optic;

industri motor listrik;



329, industri mesin pembangkit listrik;

330. industri pengubah tegangan
(transformator), pengubah arus
(rectifier] dan pengontrol regangan
(voltage stabilizer];

331. industri peralatan pengontrol dan
pendistnbusian lstril;

332. industri batu baterai kering (batu
baterai primer);

333. industri akumulator listrik;

334, industri baterai untuk kendaraan
bermotor listrik;

335. industri kabel serat optic;

336. industri kabel listrik dan elektronik
lainnya;

337. industri perlengkapan kabel;

338, industri bola lampu pijar, lampu
penerangan terpusat dan lampu
ultra violet;

339, industri lampu tabung gas (lampu
pembuang listrik};

340, indusini peralatan penerangan
untuk alat transportasi;

341. industri lampu LED;

342 industri peralatan penerangan
lainnya;

343. industri peralatan listrik rumah
tangga;

344. industri peralatan elektrotermal
rumah tangga;

345. industri peralatan pemanas dan
masak bukan listrik rumah tangga;

346, industri peralatan listrik lainnya;

347. industri mesin uap, turbin dan
kincir;



348, industri motor pembakaran dalam;

349, industri komponen dan suku
cadang mesin dan turbin;

350. industri peralatan tenaga zat cair
dan gas;

351. industri pompa lainnya, kompresor,
kran dan klep/katup;

352, industri mesin untuk pembungkus,
pembotolan dan pengalengan;

353, industri mesin pendingin;

354. industrli mesin untuk keperluan
umum lainnya ytdl;

355. industri mesin pertanian dan
kehutanan;

356. industri mesin dan perkakas mesin
untuk pengerjaan logam;

357. industri mesin dan perkakas mesin
untuk pengerjaan kavu,;

358, industri mesin dan perkakas mesin
untuk pengerjaan bahan bukan
logam dan kayu;

359. industri mesin dan perkakas mesin
untuk pengelasan yang
menggunakan arus listrik;

360. industri mesin penambangan,
penggalian dan kontruksi;

361, industri cabinet mesin jahit;

362, industri mesin jahit serta mesin
cuci dan mesin pengering untuk
keperluan niaga;

363. industri mesin tekstil;

J64. industri mesin percetakan;

365, industri mesin parik kertas,;

366. industri mesin keperluan khusu
lainnya;



367. industri kapal perahu;

368. industri pembuatan kapal dan
perahu untuk tujuan wisata atau
rekreasi dan olahraga;

369, industri furnitur dan kayu;

370, industri furnitur dar rotan dan
atau bambu;

371. industri furnitur dari plasatik;

372, industri furnitur dari logam;

373, industri furnitur lainnya;

374. industri permata;

375. industri barang perhiasan dari
logam mulia bukan untuk
keperluan pribadi;

376. industri barang lainnya dari logam
mulia;

377. industri perhiasan imitasi dan
barang sejenis,

378, industn alat musik tradisional;

379, industri alat music bukan
tradisional;

380. industri alat olahrags;

381. industri alat permainan;

382 insudiri mainan anak-anak;

383. industri alat tulis dan gambar
termasuk perlengkapannya;

384. industri kerajianan ytdl;

385. industri serat sabut kelapa;

386, industri pengolahan lainnya ytdl;

387. reparasi peralatan fotografi dan
optic;

388, reparasi kapal, perahu dan
hangunan terapung,

389, produksi es;



390. penelolaan dan pembuangan air
limbah tidak berbahaya:

391. pengelolaan dan pembuangan air
limbah berbahaya;

392 pruduksi kompos sampah organic;

393. daur ulang barang logam;

394. daur ulang barang bukan logam;

395, konstruksi gedung industri;

396. reparasi mobil;

397. reparasi dan perawatan sepeda
motor;

398. penerbitan surat kabar, jurnal dan
bulletin atau majalah;

399, penerbitan piranti lunak (soft ware};

400. aktivitas produksi film, video dan
program televisi oleh pemerintah;

401. aktivitas produksi film, video dan
program televisi oleh swasta;

402, jasa penyedia konten melalui
jaringan bergerak seluler atau
jaringan tetap local tanpa kabel
dengan mobilitas terbatas;

403, jasa multimedia lainnya;

404. aktivitas pengembangan video
game;

405, aktivitas pengembangan aplikasi
perdagangan melalui internet (e -
commerce);

406. aktivitas prmrigraman computer
lainnya;

407. aktivitas konsultasi keamanan
informasi;

408. aktivitas konsultasi dan
perancangan internet of things
(1073



409, aktivitas konsultasi computer dan
manajemen fasilitas komputer
lainnya;

410. aktivitas teknologi informasi dan
jasa computer lainnya;

411. aktivitas pengolahan data;

412, aktivitas hosting dan YBDI

413, portal web dan [/ atau platform
digital dengan tujuan komersial,

414, aktivitas konsultasi manajemen
lainnya;

415, jasa sertifikasi;

416. jasa pengufian laboraturiom;

417 jasa kalibrasi/metrologi;

418, penelitian dan pengembangan
teknologi dan rekayvasa;

419, aktivitas perancangan khusus;

420. aktivitas professional ilmiah dan
teknis lainnya YTDL;

421. aktivitas penyewaan dan sewa guna
usaha tanpa hak opsi mesin dan
peralatan mndustri;

422, aktivitas penyewaan dan sewa guna
usaha tanpa hak opsi mesin dan
peralatan industry pengolahan;

423, aktivitas pengepakan;

424, reparasi computer dan peralatan
sejenisnya;

425, reparasi peralatan komunikasi;

426, reparasi alat-alat elektonik
konsumen;

427. reparasi peralatan rumah tangga
dan peralatan rumah dan kebun;

428, reparasi alas kaki dan barang dar
kulit;



LX.

429, reparasi furniture dan

perlengkapan rumah;

430. reparasi barang rumah tangga dan

pribadi lainnya;

431. reparasi furniture dan

perlengkapan rumah; dan

432, reparasi barang rumah tangga dan

pribadi lainnya.

Sektor Ketenagakerjaan:
pelatinan kerja teknik pemerintah;

2. pelatihan kerja teknologi informasi
dan komunikasi pemerintah;

3. pelatihan kerja industri kreatif
pemerintah;

4, pelatihan kerja pariwisata dan
perhotelan pemerintah;

5. pelatihan kerja bisnis dan
manajemen pemerintah;

6. pelatihan kerja pekerjaan domestik
pemerintah,

7. pelatihan kerja pertanian dan
perikanan pemerintah;

8. pelatihan kerja pemerintah lainnva;

9, pelatihan kerja teknik swasta;

10, pelatihan kerja teknologi informasi
dan komunikasi swasta;,

11. pelatihan kerja industri kreatif
swasta;

12. pelatihan kerja pariwisata dan
perhotelan swasta;

13. pelatihan kerja bisnis dan
manajemen swasta;

14. pelatihan kerja pekerjaan domestik

Swasta;



15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22.

23,

24,

25.

26.

pelatihan kerja pertanian dan
perikanan swasta,

pelatihan kerja swasta lainnya;
pelatihan kerja teknik perusahaan;
pelatihan kerja teknologi informasi
dan komunikasi perusahaan,
pelatihan kerja industri kreatif
perusahaan;

pelatihan kerja pariwisata dan
perhotelan perusahaan;

pelatihan kerja bisnis dan
manajemen perusahaan;

pelatihan kerja pekerjaan domestik
perusahaan;

pelatihan kerja pertanian dan
perikanan perusahaan;

pelatihan kerja perusahaan
lainnya;

izin lembaga pelatihan kerja (LPK);
dan

perpanjang izin mempekerjakan
tenaga asing (IMTA) dalam satu
daerah kabupaten/kota.

Sektor Peritkanan:

1.

penangkapan pisces/ikan bersirip
di perairan darat;

penangkapan crustacea di perairan
darat;

penagkapan mollusca di perairan
darat;

penangkapan/pengambilan
tumbuhan air di perairan darat;

penangkapan/ pengambilan
induk/benih ikan di perairan darat;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25,

26.

penangkapan ikan hias di perairan
darat;

penangkapan biota air lainnya di
perairan darat;

jasa pasca panen penangkapan
ikan di perairan darat;
pembesaran ikan air tawar di
kolam;

pembesaran ikan air tawar di
karamba jaring apung;
pembesaran ikan air tawar di
karamba;

pembesaran ikan air tawar di
sawah;

budidaya ikan hias air tawar;
pembenihan ikan air tawar;
pembesaran ikan air tawar di
karamba jaring tancap,

budidaya ikan air tawar di media
lainnva,

jasa sarana produksi budidaya ikan
air tawar;

jasa produksi budidaya ikan air
tawar;

jasa pasca panen budidaya ikan air
tawar,

pembesaran pisces/ikan bersirip
air payau;

pembenihan ikan air payau;
pembesaran mollusca air payau;
pembesaran crustacea air payau;
pembesaran tumbuhan air payau;
budidaya biota air payau lainnya;
jasa sarana produksi budidaya ikan
air payau;



27.

28,

29.

30,

31.

332.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

41.

42,

jasa produksi budidaya ikan air
payau;

jasa pasca panen budidaya ikan air
payau;

industri penggaraman / pengeringan
ikan;

industri

pengasapan /pemanggangan ikan;
industri pembekuan ikan;
industri pemindangan ikan;
industri peragian /fermentasi ikan;
industri berbasis daging lumatan
dan surimi;

industri pendinginan/pengesan
ikan;

industn pengolahan dan
pengawetan lainnya untuk ikan;
industri pengolahan dan
pengawetan ikan dan biota air
(bukan udang) dalam kaleng;
industr pengolahan dan
pengawetan udang dalam kaleng;
industri penggaraman /pengeringan
biota air lainnya;

industri

pengasapan /pemanggangan biota
air lainnya;

industri pembekuan biota air
lainnva;

industri pemindangan biota air
lainnya;



43.

45.

46.

47.

4a8.

a0.

al.

92,

23,
54,

23.

>,

58.

industri peragian/fermentasi biota
air lainnyva;

industri berbasis lumatan biota air
lainnya;

industri pendinginan / pengesan
biota air lainnya;

industri pengolahan rumput laut;
industr pengolahan dan
pengawetan lainnya untuk biota air
lainnva;

industri minyak ikan;

industri produk masak lainnya;
mdustri kerupuk, kenipik, pevek,
dan sejenisnya;

perdagangan eceran hasil
perikanan;

perdagangan eceran daging dan
ikan olahan;

perdagangan eceran ikan hias;
perdagangan eceran pakan
ternak/unggas/ikan dan hewan
piaraan;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar komoditi hasil perikanan;
perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar daging olahan dan ikan
olahan;

perdagangan eceran kaki lima dan
los pasar pakan ternak, pakan
unggas dan pakan ikan; dan

surat izin usaha perikanan.



KETIGA

Xl. Sektor Pendidikan:

1. izin usaha pendidikan non-formal;
izin penyelenggaraan non-formal;
izin operasional belajar mengajar;
. izin penyelenggaraan lembaga

pendidikan anak usia dini KB,
penitipan anak, TK, STS;

5. izin penelitian ilmiah; dan

6. izin lembaga kursus dan pelatihan

(LKP).
XIl. Sektor Sosial:
1. izin pengumpulan uang dan/tau

2@ N

barang;

2. izin operasional lembaga
kesejahteraan sosial/lembaga
kesejahteraan sosial anak; dan

3. tanda daftar lembaga kessjahteraan
sosial /lembaga kesejahteraan
sosial anak,

b. Nonperizinan:
1. insentif Daerah; dan
2. layanan informasi dan pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
berpedoman sesuai Standar Pelayanan vang
telah  ditetapkan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku lainnya.



KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya Standar Pelayanan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat
dilakukan pengkajian ulang dan
penyempurnaan, berdasarkan hasil monitoring
dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku,

KELIMA ;. Reputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal M wovember 2022
BUPATI TAPIN,

&

M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;

2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;

J. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapin di Rantau; dan

4. Repala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi
Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



Lampéran |
Parizinan

[ZIN REKLAME

STANDAR PELAYANAN (SP)

A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYAMNAN (Service Delivery)

Komponen

Persyatatan

LB L o

Surat Kuasa bagl pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung
aleh Direktur / pimpinan perusahaan bermaterai dan fotocopy KTP yang diberikan
kuasa;

Akte pendirian perusahaan untuk Badan Usaha fzin PMA / PMDN (jika berbentub
PT dilampirkan 5K Pengesshan darl Menkumham, [ilka berbentuk CV 5K
Pengesahan dari Pengadilan Negeri;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pamohon;

Momaor induk Berusaha (NIBJ;

Izin Usaha Perdagangan |Q55);

Fotocopy NPWP Pemohon J Perusahaan / Badan Usaha dan Surat Keterangan
Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

Surat Keterangan Tempat Usaha darl kepala desa /[ kelurahan;

Tanda buktl pembayaran pajak reklame (Asll);

Denah lokasi dan gambar reklame yang diajukan / dlmuhnn;

Prosedur

o

B.
7.
H.

F—

| Waktu Pelayanan

w -
|H'|-E--

L

Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

IFT, Analis Kebijakan Bidang Penvelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohanan dan membuat konsep Surat lzin;
Petugas Back Office mencetak Surat fzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memyverifikasi Surat fzin:

Kepalta Dinas menandatangani Surat izin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomaoran Surat lzin;
_Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

2 {dua) hari kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

| Blaya [ Tarif

Tanpa Biaya [ Gratis

isE

Produk Pelayanan

{zin Reklamea

Penanganan

Pengaduan

1.

ool

Disampaikan secara langsung (mefalul telepon, Formulir penpdl.larr. konsultasi
langsung) maupun secara tidak langsung [melalul Surat, SM5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR];

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Bukis Register
Pengaduan;

IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP);

IFT, Analls Kebljakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYAMNAN INTERNAL ORGANISASI [Manufacturing)

Diazar Hukum

1. Undang-Undang Republik ndonesta Nomaor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perlzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Dnline Single
Submission;

4. Peraturan Menteri Datam Meger Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tapin Nomar 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Reklame di Kabupaten Tapin;

6, Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Plntu.

o

Sarana, Prazarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan
Bannerfleaflet
Mamor Antrian
KEomputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda I dan Roda 4
Toilet

Kompetensi

Pelaksana

Barpenampllan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Menguasal dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinas! dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

v

Pengawasan

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara kontinu;

Petugas Front Office;

IFT, Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peritinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPT5F

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

IFT. Analis Kebljakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

ol ot b SR 8 o o ol ol ol ool o

puct -l ol oo

Vi

jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

vil

Vil

Jlaminan Keamanan

Surat Izin dibubuhl tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan Eﬁhﬁimh:dap hasil kinerja pil:a_p:lﬁham akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbalkan kinerja menuju hasil
yang lebih balk di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN USAHA TOKO MODERN
A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

il

No. | Komponen o Keterangan ]
| Persyaratan 1. Surat Kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung
oleh Direktur / pimpinan perusahaan barmaterai dan fotocopy KTP yang diberikan
kuasa;
2. Akte pendirian perusahaan untuk Badan Usaha lzin PMA / PMDN (jika berbentuk
PT dilampirkan 5K Pengesahan dari Menkumbam, jika berbentuk CV 5K
Pengesahan dari Pengadilan Negeri;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
4, Nomor induk Berusaha [MIB);
5. lzin Usaha Perdagangan (O55);
6. Fotocopy NPWP Pemohon / Perusahaan / Badan Usaha dan Surat Keterangan
Konfirmasi Status Wajib Pajak [KSWP);
7. Surat Keterangan Tempat Usaha dari kepala desa / kelurahan;
B. Bukti keanggotaan BPIS ketenagakeriaan bagl perusahaan / badan usaha;
9, Fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung atau bukti status kepemilikan bangunan
(5HM, bukti sewa, kontrak);
10. Kajlan Sosial Ekonomi Masyarakat yang telah disahkan oleh instansl yang
membidangi;
11. Program Kemitrazn yang dilengkapl dengan Mol dengan UMKM yang telah
disahkan oleh Instansi yang membildangi;
12. Rekomendasi Tata Ruang Whayah;
13, Rekomendasi dari Dinas Teknis (sesuail peruntukan);
| 14, lzin Lokasi dan lzin lingkungan [sesuai paruntukan);
| Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. JFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat Izin;
4. Petugas Back Office mencetak Surat lgin;
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memverifikasi Surat lzin:
6. Kepala Dinas menandatangani Surat 1zin;
7. KepalaSub Baglan Umum dan Kepegawalan memberikan Penomoran Surat [zin;
B. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon; N
| Waktu Pelayanan 2 (dua) hari kerja {setalah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)
IV | Biaya [ Tarif Tanpa Biaya [ Gratis
v Produk Pelayanan lzin Usaha Toko Modern
VI | Penanganan 1. Disampaikan secara langsung (melalui telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
Pangaduan langsung) maupun secara tidak langsung (melalui Surat, 5MS,Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SPaN LAPOR);

2. Potugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Reglster
Pengaduan;

3, JFT.Analis Kebljakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kaflan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (Internal/eksternal
DPMPTSP);

5. JFT. Analis Kebijakan Bldang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan

memaral draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

B. Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor

—




B, ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASE {Manufacturing)

Dasar Hukum

PFad
)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pefayanan Perizinan Berussha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single
Submission;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik  Indonesia Nomor  70/M-
DAG/PER/12/2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menterl Perdagangan
Nomor 56/M-DAG/PER/1/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam MNegerl Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerzh Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penataan dan
Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin;
B. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyvelenggaraan Peritinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
= Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
I Sarang, Prasarana 1. Runng Pelayanan
| dan/atau Fasilitas 1. Bannerfleaflet
i, Momor Antrian
4. Komputer
5 Meja
6, Kursi
7. Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
| B Todlet - ]
i | Kompetensd 1. Berpenampilan menarik [Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Pelaksana 3 Menguasai Standar Operasional Prosedur;
i, Menguasai dan memahami tentang perizinan;
4, Mampu mengoperasiian komputer;
&, Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
7. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
IV | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Internal 2. DiHakukan secara kontinu;
W Jumlah Pelaksana 1. Petugas Front Office;
2. JFT. Analls Kebijakan dar Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perlzinan;
4, Petugas Back Oifice;
5. Kepala Dinas PMPTSP
&, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawatan;
7. IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendallan Pelaksaan
_ Penanaman Modal - 1
W1 | Jaminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur serna didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepal, terampil, sopan dan santun
VIl | Jaminan Keamanan | Surat izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah
Wil | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan evaluas terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-

Palaktana

kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil




STAN YANAN (SP

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

Komponen

Persyaratan

1

Surat Permohonan bermateral;

Akte pendirian perusahaan untuk Badan Usaha [zin PMA / PMON (jika berbentuk
PT dilampirkan 5K Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV 5K
Pengesahan darl Pengadilan Negeri,

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohaon;

Momor Induk Berusaha {NIB);

lzin Usaha Perdagangan (055);

Fotocopy NPWP Pemohon [ Perusahaan / Badan Usaha dan Surat Keterangan
Konfirmasi Status Wajib Pajak {KSWP);

Surat Keterangan Tempat Usaha darl kepala desa / kelurahan;

. Fotocopy prospektus penawaran waralaba;

Fotocopy Paerjanjian Waralaba;

. Fotocopy tanda bukti pendaftaran HKI;

., Komposksl Penggunaan tenaga kerja;

. Komposisi barang / bahan baku yang diwaralabakan;
. Rekomendasi dari Dinas Teknis (sesual peruntukan);

6.
T.
8.

Pemohan memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

IFT. Analis Kebljakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohanan dan membuat konsep Surat Izin;
Petugas Back Office mencetak Surat |zin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perlzinan
mernverifikasi Surat [zin:

Kapala Dinas menandatangani Surat Izin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawailan memberikan Penomaoran Surat lzin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat izin Kepada Pemohon;

Wakm Pelayanan

2 {dua) hari kerja [setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

' Blaya / Taril

=

Produk Pdaﬁng_q_

Tanpa Biaya / Gratis

LSurat Tenda Pendaftaran '.I'-I'amlah:

Wi

Penanganan
Pengaduan

1

-

Disampaikan secara l:ngsun; (medatui telepan, Formulie pengaduan, konsultasi
langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMS Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR];

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Analis ¥ebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasi
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkalt {internal/eksternal
DPMPTSP):

JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat drafl jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

Dasar H_uimm_

1.

Undang-LUindang Republik indonesia Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

yang lebih baik di waktu yang akan datang

2. Undang-Undang Republik indonesia Namar 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single
Submission;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik indonesia Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Waralaba;
5. Peraturan Menteri Dalam Negerl Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
B, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penataan dan
Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin;
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
il Sarana, Prasarana 1. Ruang Pelayanan
dan/atau Fasilitas 2. Banner/leafiet
3, Nomor Antrian
& Komputer
5 Meaja
6 Kursi
7. Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
. | & Tollet
| Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Pelaksana 2. Menguasal Standar Operaslonal Prosedur;
3. Menguasai dan memahami tentang perizinan;
A,  Mampu mengoperasikan komputer;
5. Mampu berkomunikasi secara lizan dan tertulls dengan baik;
6. Mampu berkoordinas! dengan efektil dan efisien;
|/ 7. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
IV | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
lntewnjm - 2. Dilakiukan secara kontinu
Vv | Jumlah Pelaksana 1. Petugas Front Office;
2. JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Pesriziran;
3, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan;
4, Petugas Back Office;
5. Kepala Dinas PMPTSP
6. Kazpala Sub Bagian Umum dan Kepegowalan;
7. IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
l Penanaman Modal S |
Wi | Jaminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar
Dperasional Prosedur sera didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun |
Wil | Jaminan Keamanan | Surat fzin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah
Vil | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
Pelaksana kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil




[ZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

STANDAR PELAYANAN (5P)

A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No. [ Kemponen ~ Keterangan
I f Paersyaratan 1. Surat Permohonan bermateral;

2. Fotocopy KTP;

3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWF] Pemohon Fatocopy ljazah;

4, Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi {STR) Dokter yang berlaku;

5. Surat Pernyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagal tempat praktiknya;

6. Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;

7. Pasfoto warna ukuran 4%6 (2 lembar);

8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

9. Rekomendasi dari Dinas Teknls (sesual peruntukan);

I Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

2, Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

3. JFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikast berkas permohonan dan membuat kensep Surat (zin;

4. Petugas Back Office mencetak Surat Izin;

L. Eepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memyerifikasi Surat Izin:

6. Kepala Dinas menandatangani Surat Lzin;

7. Kepala Sub Baghan Umum dan Kepegawalan memberikan Penomoran Surat [zin;

o 8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemahon;
il | Waktu Pelayanan | 2 (dua) hari kerja {setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap) =
W | Biaya / Tarif | Tanpa Biaya [ Gratis
V | Produk Pelayanan tzin Praktik Dokter Gigi
vVl | Penanganan 1. Disampaikan secara langsung (melalui telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
Pengaduan langsung) maupun secara tidak tangsung (melalul Surat, SMS Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPDR);

2. Petugas Front Office menerima pengadusn dan mencatat ke dalam Buku Reglster
Pengaduan;

3. IFT Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkalt (internal/ekstemal
OPMPTSP):

5. IFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

6, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

7. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangan) Surat Jawaban Pengaduan:

B Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYAMAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

Dasar Hulum

1.

———

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Eedoktaran;
Undang-Undang Republik Indonesla Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Maodal;

3. Undang-Undang Republik iIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berussha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Submission;

Peraturan Menter Kesehatan Republik Indonesia Momaor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Eedoktzran;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Republik Indonesla Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Momor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perlzinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Saty Pintu.

L}

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Bannerfleaflet

Nomaor Antrian

Eomputer

Meja

Kuirsi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Toiket

Eompetensi
Pelaksana

Berpenampilan menarik [Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Smmmﬁ:_
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasai dan memahami tentang perizinam;

Mampu mengoperasikan kamputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertuiis dengan badk;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Pengawasan

Intarnal

Ditakukan oleh atasan langsung n-c:u?urjmjlm:
Dilzkukan secara kontinu;

Jumiah Pelaksana

R R Tl o e

i L

Petugas Front Office;

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perlzinan;
Petugas Back Office,

Kepaka Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

IFT. Analis Kebijakan darl Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan

Wi

| FEPEE

il

Janﬂniﬁ'ﬁﬁmmn

kil —

II!TIJI'III'I 'ﬂumfmn

annnrg_:p Miodal

Diwujudkan dalam tuﬂm_ummn dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Dperasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
| tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampll, sopan dan santun

Surat Izin dibubuhl tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

|
il

Evaluasl Kinesia
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang akan datang




STAN P P

IZIN PRAKTIK DOKTER UMLUIM
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

MNao.

Komponen — Keterangan
i Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP);
4, Fotocopy ljazah;
5. Fotocopy Sah Surat Tanda Reglstras) (STR) Dokter yang berlaku;
6. Surst Pernyatsan Tempat Praktik / Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagal tempat praktiknya;
7. Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;
B. Pasfoto warna ukuran 4X& (2 lembar);
9, Rekomendasi dari Organisasi Profes;
10. Rekomendas! darl Dinas Teknis [sesuai peruntukan);
] Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta barkas persyaratan ke Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
1. IFT. Anafis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat izin;
4. Petugas Back Office mencetak Surat [zin;
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Naon Perizinan
memwverifikasi Surat kzin:
6. Kepala Dinas menandatangani Surat izim;
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan memberikan Penomoran Surat zin;
8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemahon;
il | Waktu Pelayanan | 2 [dua) hari kerja {setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap]
v | Biaya / Tarif | Tanpa Blaya / Gratis o
WV Produk Pelayanan kzin Praktik Dokter Umum o
V| | Penanganan 1. Disampalkan secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
Pengaduan langsung} maupun secara tidak langsung (metalui Surat, SMS Kotak Pengaduan,

e

Emall, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

JFT.Analis Kebilaksn Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (Internal/eksternal
DPMPTSP);

IFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebilakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengadian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerikss dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatanganl Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS! (Manufacturing)

|

| Dasar Hukum

o 5

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran;

2. Undang-Undang Republik Indonetla Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal:
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Teshun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik melalul Online Single
Submisshon;
5.  Peraturan Menteri Kesehatan Repiiblik indonesia Momaor
2052/MENKES/PER/ /2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Dalam Megerl Republik indonesia Momor 138 Tabun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
L[} Sarana, Prasarana 1. Ruang Pelayvanan
dan/atau Fasilitas 2. Banner/leafiet
3. MNomor Antrian
4, Komputer
5 Maeja
8 Kursi
7. Halaman Parkir Rods 2 dan Roda 4
B Tollet
il | Kompetens| 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Pelaksana 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
3. Menguasal dan memahami tentang perizinan;
4, Mampu mengoperasikan komputer;
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
6. Mampu berkoordinas dengan efektif dan efisien;
. 7. Memiliki kemampuan kerfasama tim;
IV | Peangawasan 1. Dilakukan oieh atasan langsung secara berfenjang;
Internal 1.  Dilakukan secars kontinw
W Jumlah Pelaksana 1. Petugas Front Office;
2. JFT. Analls Kebliakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;
3, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Petugas Back Office;
5. Kepala Dinas PMPTSP
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. JFT. Analls Kebijakan darl Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal —
Wi | Jaminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
) tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun
Vil | laminan Keamanan | Surat fzin dibubuhi tanda tangan eiektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah
VIl | Evaluasi Kinerja Polaksanaan evaluasl terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
Pelaksana kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbalkan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang akan datang




ANDAR PELAYANAN (5P

1ZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No. | Komponen =——— Keterangan
I Persyaratan 1. Surat Permohonan bermateral;
2. Fotocopy KTF;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP);
4, Fotocopy ljazah;
5. Fotocopy Sah Surat Tanda Reglstrasi (STR) Dokter yang berlaku;
6. Surat Pernyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan darl pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagal tempat praktiknya;
7. Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;
8. Pasfoto wama ukuran 4X6 (2 lembar];
9, Rekomendasl darl Organisas| Profesi;
10. Rekomendasi darl Dinas Teknis (sesuai peruntukan);
1| Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. JFT, Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat izin;
4, Petugas Back Office mencetak Surat Izin;
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
remverifikash Surat izin:
6. Kepala Dinas menandatangani Surat lzin;
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan memberikan Penomoran Surat Izin;
| B. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemaohon;
il | Waktu Pelayanan 2 {dua) hari kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)
IV | Biaya / Tarif Tanpa Biaya / Gratis
v Produk Pelayanan lzin Praktik Dokter Spesialis ————
¥i | Penanganan 1. [Disampaikan secara langsung (melalui telepon, Formullr pengaduan, konsultasi
Pengaduan langsung) maupun secara tidak langsung (melalui Surat, 5M5 Kotak Pengaduan,

Ermail, LAPOR, dan SPaN LAPOR];

2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

3. IFT.Analls Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkall permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait {internal/eksternal
DPMPTSP);

5. JFT. Analis Kebljskan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan

memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor

™




B. ASPEK PENGELDLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

Drasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonasia Momor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;

Undang-Undang Republik indonesta Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single

Submission;

5. Peraturan Menter Kesehatan Repubiik indonesia Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang [2im Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran;

6. Peraturan Menterl Dalam Megerl Republik Indonesia Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Muodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

L

Sarana, Prasafana
danfatau Fasilitas

Ruang Pelayvanan

Banner/leaflet

Nomor Antrian

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
. Tollet

- R B e o o

]

Kompetensi
Pelaksana

Berpenampilan menarik (Senyum, 5apa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Mengudsal dan memahaml tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektlf dan efisien;
Memilikd kemampuan kerjasama tim; -

Pengawasan
internal

Dilakukan olah atasan langsung secara burj&rlj;nl;,
Dilakuksn secars kontin

Jumiah Pelaksana

Petugas Front Office;

IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penwelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

JFT, Analis Kebijakan dari Bidang informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

T R R

el B ol o

| Wi

Jaminan Fehyiriin

l:!#wjlilhm dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh pelugas yang berkompeten dibidang

tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

L

!arrdn':n'&ununln

[ Wi}

Evaluasi Kinesja
Pelaksana

Surat izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

'ﬁéi'ﬁ:unun evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan SEKLranNg-

kirangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil

yang lebih baik di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN PRAKTIK BIDAN
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Dellvery)

e

| No. | Komponen i - Keterangan

|1 | Persyaratan ‘Surat Permohanan bermateral;

Fotocopy KTP;

Fotocopy Nomaor Pokok Waljib Pajak (NPWP);

Fotocopy |jazah;

Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi {STR) Bidan yang berlaku;
Surat Pernyatsan Tempat Praktik / Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagal tempat praktiknya;

Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;

Pasfoto warna ukuran 4X6 (2 lembar);

Rekomendasl darl Ikatan Bidan Indonesia [1BI) / Organisasi Profesi;
10, Rekomendasi darl Dinas Teknis {sesual peruntukan);

TR T S

LR

B i S e P ———

Pemahon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

IFT. Analiz Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Petayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat [zin;
Petugas Back Offlce mencetak Surat fzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memwverifikasi Surat [zin:

B, Kepala Dinas menandatangani Surat Lzin;

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Swrat bzin:
B. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

i Prosadur

'.-ar-r-l'

L

Il | Waktu Pelaysnan | 2 (dua) hari kefja |[setalah berkas persyaratan dinyatakan lenghkap)

V| Biaya f Tarif Tanpa Blaya / Gratis
L' Produk Pelayanan Izin Praktik Bidan
‘W1 | Penanganan 1. Disampaikan secara langsung [melalui telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
Pengaduan langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMS5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);
2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

3, IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkajl permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

4, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pefaporan Layanan menganalisis hasi
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSF);

5. JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaral draft jawaban pengaduan;

7. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

8 Petugas Front Office menyerabkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor

T et ——




B. ASPEK PEMGELDLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS! (Manufacturing)

Dasar Hukum

—

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Maodal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalun Online Singhe

Submission;

4. Peraturan Menteri Kesshatan Republik Indonesia Nomor 2B Tahun 2017 tentang
1zin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

5. Peraturan Menterl Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Bupatl Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegastan Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

WM

Sarana, Prasarana
den/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Momor Antrian

Komputsr

Meja

K urs|

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Toillet

Kompetens|
Pelaksana

Berpenampllan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasal dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulls dengan balk;
Mampu berkoordinasl dengan efektif dan efisien;
Memiliki kemampuan kerjasamatim;

Pengawasan
Intemal

Iumlah Pelaksana

il ot £ B R R IR S R U o

Ditakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
~ Dilakukan secarn kontinug

Petugas Front Office;

JFT, Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Parizinan dan Non

Perizinan;

Eepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

JET. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan

Penanaman Modzl

=

bl b el i

Vi

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Wil

laminan Keamanan

surat izin dibubuhl tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wil

Evaluas Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih balk di waktu yang akan datang




IZIN PRAKTIK PERAWAT
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

STANDAR PELAYANAN (5P)

 PES—

prosedur

e

Y e

=0 m

Surat Permohonan bermateral;

Fotocopy KTP;

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak |NFWP];

Fotocopy ljazah;

Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi [STR) Perawat yang berlaku;

Surat Permyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

Surat Keterangan Sehat fKIR Dokter;

Pasfolo warma ukuran 4X6 (2 lembar);

Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

. Rekomendasi dari Dinas Teknis {sesunl peruntukan);

W

4,
5.
6.

i
8.

e e p—

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Frant Office;
Patugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

JFT. Analis Kebljakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peritinan dan Non
Perizinan memverifikasl berkas permobonan dan membuat konsep Surat |zin;
Patugas Back Office mencetak Surat lzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
miemverifikasi Surat (2in:

Kepala Dinas menandatangani Surat [zin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan memberikan F"ﬂlllmﬂﬁ!ﬂ Surat lzin;

1]
1

| Walcty Pelaysnan

.........

2 {dua) hari kerja i,iﬂﬁih berkas persyaratan dinyatakan 1Emhpr

Biaya / Tari

Tanpa Biaya / Gratis

Produk Pelayanan

Izin Praktik Perawat

Vi

Penanganan
Pengaduan

1.

3,

®

Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Farmulir pengaduan, konsultasi
langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, 5MS Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatal ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijskan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait {internal/eksternal
DPMPTSP);

JFT, Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft [awaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaral draft jawsban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduzn kepada Pelapor




B, ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI [Manufacturing]

| yang lebih baik di waktu yang akan datang

i [rasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Maodal;
2. Undang-Undang Republik indonesia Nomar 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik indonesiz Momor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Submiission;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonasia Namaor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.02 02/Menkes/148/1/2010 tentang zin dan Penyelenggaraan Praktik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Momar 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
[} Sarana; Prasarana 1. Ruang Pelayanan
dan/atau Fasilitas 2. Banner/leaflet
3 MNomor Antrian
4, Komputer
5 Meja
& Kursl
7. Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
& Toilet =
| Kempetens 1. Berpenampilan menarik [Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Polakiana 2. Menguasal Standar Operasional Prosedur;
3. Menguasal dan memahami tentang perizinan;
4, Mampu mengoperasikan komputer;
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan rertulis dengan balk;
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
7. Memiliki kemampisan kefjasama tim;
IV | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Internal — 2. Dilakukan secara kontinu;
V | Jumiah Pelaksana 1. Petugas Front Office;
2. IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Petugas Back Office;
5, Kepala Dinas PMPTSP
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. IFT. Analis ¥ebljakan dari Bidang Informasi dan Pengendafian Pelaksaan
- Penanaman Modal
W | laminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
| tugasnya dengan perilaku pelayznan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun
Vil | Jaminan Keamanan | Surat izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah
Vill | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
Pelaksana kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil




IZIN PRAKTIK APOTEKER
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

STANDAR PELAYANAN (SP)

jmm =

[ Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4, Fotocopy lazah;
5. Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi Apoteker{STRA) vang berlaku;
6. Surat Pernyataan Tempat Praktlk / Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagal tempat praktiknya;
, 7. Surat Keterangan Sehat fKIR Dokter;
8. Pastoto warna ukuran 4X6 (2 lembar);
8, Rekomendasl darl Organisasi Profesi;
10, Rekomendasi dari Dinas Teknls [sesual peruntukan);
Il | Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta El'rttlparﬂll;hn ke Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan barkas permohaonan;
3. JFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat 1zin;
4, Petugas Back Office mencetak Surat trin;
5. Kepala Bldang Penyelonggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
mermverifikasi Surat [zin:
6. Kepala Dinas menandatangani Surat 1zin;
7. Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat Lzin;
B, Petugas Front Difice menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;
Il | Waktu Pelayanan 2 (dua) hari kesja |setelah berkas persyaratan dinystakan lengkap)
IV | Blaya [ Tarif Tanpa Biaya / Gratis
|V Produk Pelayanan lzin Praktik Apoteker
Vi Penanganan 1. Disampaikan secara langsung {mal.ll'ul ul:p-nn Farmalir punpduln. konsuleasl
Pengadiuan langsung) maupun secara tidak langsung (medalui Surat, SMS5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SPAN LAPOR);
2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;
3. IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

¥epala Bideng Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait {internal/eksternal
DPMPTSP);

JFT, Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jJawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

_ Petugas Front Office menyerahkan Surat lawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL DRGANISASI [Manufacturing)

| Dasar Hukum

| Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Miodal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjsan KEefarmasian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single
Submission;

Peraturan Menterl Kesehatan Republik Indonesla Momaor 31 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menterl Kesehatan Republik indonesia Momaor
889/ Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, lzin Praktik, dan lzin Kerja Tenaga
Kefarmasian;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggarsan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerab;

Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
~ Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu,

1.
3.

4.

6.

7.

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Nomor Antrizn

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Tollet

Kompatens
Pelaksana

Berpenampilan menarik {Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasai Standar Dperasional Prosedur;

Menguasal dan memahamil tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerfasama tim;

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara kontinu;

Jumiah Pelaksana

Wi

Jaminan Pelayanan

Petugas Front Office;

JFT, Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;

IFT, Analis Kehijakan dari Bidang Informasi dan Pengendatian Pelaksaan

R T LR R A LR

Ne e w

S mar

Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

Vil

tugasnya dengan perllaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Jaminan Keamanan

Vi

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Surat 1zin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

s e

kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerfa menuju hasil

yang lebih baik di waktu yang akan datang




IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
A, ASPEK PENYAMPAIAN FELAYANAN [Service Delivery)

STANDAR PELAYANAN (SP)

i

| No. | Komponen Keterangan
I Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Fotocopy KTP:

3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Fotocopy ljazah;

t. Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi (STR) Fisioterapis yang berlaku;

6. Surat Pernyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

7. Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;

8. Pasfoto warna ukuran 4X6 (2 lembar);

9. Rekomendas! darl Organisasl Profest;

10, Rekemendasi darl Dinas Teknis [sesual peruntukan);

Il | Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan i!' Front Office;

2. Petugas Frant Oifice memeriksa kelengkapan berkas permohonan

3. JFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Ptﬂﬂmm dan Non
Perizinan memverifikas! berkas permohonan dan membuat konsep Surat [zin;

4. Petugas Back Office mencetak Surat Lin;

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan
memverifikasl Surat lzin:

B, Kepsals Dinas menandatangani Surat 1zing

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat Izing

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohan;

| Waktu Pelayanan 2 (dua) hari kerja [setelah berkas perayaratan :Ilnwuhﬂ |El'i‘_iﬂl
| V| Biaya / Tarif Tanpa Biaya / Gratis
V| Produk Pelayanan Izin Praktik Fisioterapis |
Vi | Penanganan 1, Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Farmulir plﬂlldl.ll-!'l, “konsultasi
Pengaduan langsung) maupun secara tidak langsung {melalul Surat, 5MS, Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

2. Petugas Front Dffice menerima pengaduan dan mancatat ke dalam Buku Reglster
Pengaduan;

3, IFT.Amali= Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpllkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layvanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkalt (internal/eksternal
DPMPTSP);

5. IFT, Apalis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jewaban pengaduan;

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan

i

8,

memaraf draft jawaban pengaduan;
Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat lawaban Pengaduan:
Petugas Front Office menyerahkan Surat lawaban Pengaduan kepada Pelapor |




B. ASPEX PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL DRGANISAS| (Manufacturing)

Dazar Hukum

1

L
3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Maodal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik melalui Online Single
Submission;

Peraturan Menterl Kesehatan Republik Indonesia Nomor BD Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;

Peraturan Menterl Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Kodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pimtu.

Sarana, Prasgrana
| dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Bannerleaflet

Momor Antrian

Komputer

Meja

Kirsi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Tailet

i

Eompetensi

Pelaksana

Berpenamplan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguassi dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulls dengan bailk;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Pengawasan
Internal

Ditakukan oleh atasan langsung secara berjenjang,
Dilakukan secara kontinu;

| Jumiah Pelaksana

Wil

MENPENRn AW E SRR E e

-

o e

Petugas Front Office;

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nen
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;

IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

Jaminan F'el‘-i'yl;in_-

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operaslonal Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Jaminan Keamanan

Surat fzin dibubhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah |

Wil

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana skan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil

yang leblh baik di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (5P)

IZIN PRAKTIK NUTRISIONIST [TENAGA GIZI)
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

™

No. | Komponen o Keterangan
| Persyaratan 1. Surat Permohanan barmaterals
2. Fotocopy KTP;
1. Fotocopy Momor Pokok Wajib Pajak (NFWP);
4, Fotocopy |jazah;
5. Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Gizi yang berlaki;
6. Surat Pernyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan dar pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagal tempat praktiknya;
7. Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;
B Pasfoto wama ukuran 4%6 (2 lembar);
9, Rekomendasl darl Organisasi Profesi;
10, Rekomendas| darl Dinas Teknis [sesual peruntukan);
Il | Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. JFT. Analls Kebljakan Bidang Penvelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat |zin;
4. Petugas Back Office mencetak Surat Irin;
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan
mermverifikas Surat [zin:
6. Kepala Dinas menandatangani Surat Izin;
7. KepalaSub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat izing
B. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohan;
| Waktu Pelayanan 2 (dua) hari kerja hml-nh berkas persyaratan dinyatakan lengkap)
IV | Blaya / Tarit Tanpa Biaya / Gratis
v Produk Pelayanan izin Praktik Nutrisionist (Tenaga Gizi)
Vi | Pemanganan 1, Disampaikan secara langsung {melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
Pengaduan [angsung] maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SM5 Kotak Pengaduan,

Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR):

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Anaiis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP);

JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijaksn dan Pelaporan Layanan memefiksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat lawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEX PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

Dasar Hukum

I

L
3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Maodal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Submission;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Fenyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;

Peraturan Menterd Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Momor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Bannerleaflet

Momaor Antrian

Komputer

Meja

Kivrsi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Tailet

all

Pelaksana

Berpenampllan menarik (Senyumi, Sapa, Salam, Sopan dan Santun};
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Menguasai dan memahami tentang perizingn;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memilikl kemampuan kerjasama tim;

Pengawasan
Internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara kentinu:

Jumlah Pelaksana

il o ol e BB RO R L B A ol

- e

Petugas Front Office;

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Pesizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perlzinan dan Mon Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Limum dan Kepegawalan,

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informas| dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

il‘l'l'aF-ll'l_Pﬂ'll'l"I Iz namn

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampll, sopan dan santun

I

Jaminan Keamanan

Surat |zin dibubuhi tanda tangan elektranik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wil

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasll kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil

yang kebih balk di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (5P)

[ZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOG! LABORATORIUM MEDIK [ATLM)
A, ASPEK PEMYAMPAIAN PELAYAMNAMN (Service Delivery)

Eomponen

Keterangan

Persyaratan

il o

4

Bomn

=1

e ——

Surat Fu‘mnhumn Bermaterai;

Fotocapy KTP;

Fotocopy Nomar Pokok Wajlb Pajak [NPWP);

Fotocopy ljazah;

Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli Teknologi Laboratorium Medik
[ATLM] yang birlaku;

Surat Permyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan darl pimpinan fasiiitas
pelayanan kesehatan sebagal tempat praktiknya;

Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;

Pasfoto warna ukuran 4X6 (2 lembar);

Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

. Rekomendasi dari Dinas Teknis {sesuai peruntukan);

L o o

4.
>

B.
[
g

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Frant Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

IFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikas) berkas permohonan dan membust konsep Surat lzin;
Petugas Back Office mencetak Surat lzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memverifikasi Surat lzin:

Kepala Dinas menandatanganl Surat lzin;

Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawalan memberikan Penomaran Surat zin;
Petugas Front Dffice menyerahkan Surat [zin Kepada Pemohon;

i

Wakts pelayanan

2 (dua) hari kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

Biaya [/ Tarif

——

Tanpa Biaya [ Gratis

Produk Pelayanan

s S e r——

Wi

Penanganan
Pengaduan

|

5.

1.
8.

Disampaikan secara langsung (melaiul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
langsung) maupun secara tdak langsung (melalui Surat, SMS, Kotak Pengaduan,
Emall, LAPOR, dan 5PAN LAPOR];

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

. JFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasi
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP);

IFT. Analls Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat lawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEX PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL DRGANISASI (Manufacturing)

Dasar Hukum

4,

Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik metalul Online Single
Submission;

Peraturan Menter Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang
fzin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik [ATLM];
Paraturan Menterl Dalam Negerl Republik Indonesia Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Momor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sarana, Prassrana
dan/atsu Fosklitas

i

Kompetens
Pelaksana

Ruang Pelayanan
Banner/leaflet
Mamor Antrian
Komputer

Meja

Kursl

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Tailet R

fBerpenampilan menarlk (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguassl Standar Operasional Prosedur;

Menguasai dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

hemiliki kemampuan keriasama thm;

Pengawasan
intermal

Jumilah Pnll-l'r.'unl

i e I R RN T T o

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjfenjang;
Dilakukan secara kontinu;

o

s LD S S

Petugas Front Office;

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinai;

Kepals Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peritinan dan Non Peritinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

JFT. Analis Kebljakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

Jaminan Pelayanan

Vi

laminan Keamanan

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

| tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampll, sopan dan santun

Surat izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wil

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil

yang lebih baik di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

_‘ Itnmpnnm

Keterangan

== —

Persyaratan

Mo

e

Surat Permohanan bermateral;

Fatocopy KTF;

Fatocopy Nomor Pokok Wajlb Pajak (NPWP);

Folocopy ljazah;

Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi [STR) Penata Anestesi yang berlaku;

Surat Pernyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagal tempat praktikmya;

Surat Keterangan Sehat fKIR Dokter;

Pasfoto warna ukuran 4X6 (2 lembar);

Rekomendasi darl Organisasi Profesi;

. Rekomendasi dari Dinas Teknls [sesuai peruntukan];

Waktu Pelayanan

L o

L o

7,
8

Pemchon memasukkan Permahonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

Petugas Front Office memeriksa kelenglapan berkas permohonan;

IFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat lzin;

Petugas Back Office mencetak Surat |zin;

Kepala Bidang Penyefenggaraan Pelayanan Peritinan dan Non Perizinan

memverifikasl Surat Izin:

Kepala Dinas menandatanganl Surat zin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawakan membarikan Penomoran Surat |zin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Kepada Permohon;

2 (dua) harl kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

Biaya / Tarif

Tanpa Biaya [/ Gratis

Produk Pelayanan

Izin Praktik Penata Anestedl

Penanganan
Pengaduan

1

=

Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SM5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

JFT.Analis Kebijakan Bidsng Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawsban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait {internal/eksternal
DPMPTSP);

JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebiiakan dan Pelaporan Layanan
miembuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangan| Surat Jawaban Pengaduan:




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

[l

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single
Submission;

4, Persturan Menteri Kesehatan Republiik indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestest;

5. Peraturan Menterl Dalam MNegeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Persturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepals Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Momaor Anbrian

Komputer

Meja

Kurs|

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Taoklet

Kompetensi
Pelaksana

Berpenampilan menarik [Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasal dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lsan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordingsi dengan efektif dan efisien;

Pengawasan
Intermal

ke L e e E——

Dilakukan oleh atasan langsung secara boerjenjang:
Dilakurkan m:a@_hnntlnu.'

jumlah Pelaksana

Petugas Front Dffice;

IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peritinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

JFT, Analis Kebijakan darl Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Maodal

AR A LR

SR

iminan_l"nhyinnn

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesul dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Wil

Jaminan Keamanan

Surat |zin dibubuhl tanda tangan elektronfk atau tanda tangan serta cap stempel basah |

Vil

Evaluas| Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi teshadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbatkan kinerja menuju hasil
_yang lebih balk di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (5P}

IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No. | Komponen ——— Keterangan - |
Persyaratan Surat Permohonan bermaterai;

Fotocopy KTP;

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP);

Fotocopy ljazah;

Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasl (STR) Tenaga Teknis Kefarmasian yang
berlkaku;

Surat Pernyataan Tempat Praktlk / Surat Keterangan darl pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sehagai tempat praktinya;

Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;

Pasfoto warma ukuran 4X6 (2 lembar);

Rekomendasi darl Organisasi Profesi;

10. Rekomendasi darl Dinas Teknis {sesual peruntukan);

B

o

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

JFT. Analls Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat |zin;

#A. Petugas Back Office mencetak Surat izin;

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peritinan dan Non Perizinan
mermverifikasi Surat frin:

6. Kepala Dinas menandatangani Surat izin;

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat [xin;

B. Petugas Front Office menyerahkan Surat kzin Kepada Pemohon;

i | Waktu Pelayanan 2 {dua) hari kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

] Prosedur

W

IV | Biaya [ Tarif Tanpa Blaya / Gratis
V | Produk Pelayanan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
v PenANgaNan 1. Disampaikan secara langsung [metalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
Pengadiuan [xngsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMSKotak Pengaduan,

Email, LAPOR, dan SPAN LAPOR);

2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Fengaduan;

3. JFT.Analis Kebljakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasaiahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP);

5, JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaral draft jawaban pengaduan;

7. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat fawaban Pengaduan:

& Petugas Front Office menyerahkan Surat lawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

Dasar Hukum

n

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

1. Undang-Undang Republik |I1-Ilﬂl'hh‘l-|_l" Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian;

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras Secara Elektronlk melalul Online Single
Submission;

5. Paraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menterl Kesehatan Republik Indonesia Nomor
BB9/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasl, lxin Praktik, dan lzin Tenaga
Kefarmasian:

6. Persturan Menterl Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ruang Pelavanan

Banner/leaflot

Momar Antrian

Komputer

fieia

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

m

Pelaksana

Tallet
Berpenampilan menarik {Senyum, Sapa, S5alam, 5opan dan Santun};

Menguasal dan memahaml tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efeltif dan efisien;

PE=y i

L)

Pengawasan
Internal

. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang:
. Dilakukan secars konting

Jumilah Pt-lﬂ.uﬁa

. Petugas Front Dffice;
. JFT. Analis Eebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;
1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Petugas Back Office;
5. Kepala Dinas PMPTSP
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. IFT. Analis Kebijakan dari Bidang informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

1
-
- B
a
5
(8
7.
B
1
2. Meénguasal Standar Operasional Prosedur;
3.
i,
5.
6.
Fi
1
4
1
2

TR e e

laminan Pelayanan

Vil

laminan Humn:hn--

4

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

‘tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun
Surat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wi

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang- '
kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN PRAKTIK TENAGA TERAPIS GIGI DAN MULUT
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

(e

I Persyaratan 1. Sufat Permohonan bermaterai;

2. Fotocopy KTP;

3, Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4, Fotocopy ljazah;

5, Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Terapis Gigi dan Mulut yang
berlaku;

6. Surat Pernyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan darl pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sehagai tempat praktiknya;

7. Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;

8. Pasfoto warna ukuran 4%6 (2 lembarl;

9. Rekomendasi darl Organisazl Profesk;

10. Rekomendasi dari Dinas Teknis (sesual peruntukan);

0| Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

3, IFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Parizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat lzing

4. Petugas Back Office mencetak Surat lzin;

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memveriiilkasi Surat izin:

6, Kepala Dinas mepandatangani Surat [zin;

7. Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawalan memberikan Penomaoran Surat izin;

] 8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;
fil Waktu Pelayanan | 2 [dua) hari kerja (setedah berkas Fﬂ"ll’ltll‘l dinyatakan lengkap)
V| Biaya [ Tarif | Tanpa Biaya / Gratis
¥ | Produk Pelaysnan | lzin Praktik Tenaga TEMI!H!- Gig dan Mulut
vl | Penanganan 1. Disampaikan secara langsung {melalul tefepon, Formulke pengaduan, konsultasi |
Pengaduan langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMS Kotak Pengaduan,
Emalil, LAPOR, dan SPAN LAPOR);

2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Fengaduan;

3, IFT.Analls Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalaban pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP);

5. IFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

6. kepala Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

7. Kepaia Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEX PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

Dasar Hukim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Subrisslon;

Peraturan Menter Kesehatan Republik indonesia Namor 20 Tahun 2016 tentang
izin dan Penyelenggaraan Praktlk Terapis Gigi dan Mulut;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Republik Indonesla Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ty

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Knmpetms-i.
Pelaksana

B R W N e

—

ﬁlTIﬂB Pelavanan
Banner/leaflet
Nomaor Antrian
Komputer

Meia

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasai dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Pengawasan
Internal

Memilikl kemampuan kerjasama tim;
Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara kontinu;

P

Jumilah Pelaksana

R R

O e

Petugas Front Office;

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Parizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;

IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Fenanaman Modal

limmrn Palayanan

Diwujudkan dalam kualitas pefayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

| tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampill, sopan dan santun

Vil

Jaminan Keamanan

Surat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wil

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil

yang lebih baik di waktu yang akan datang




IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
A, ASPEK PENYAMPAIAMN PELAYANAN (Service Dellvery)

STANDAR SP

No. | Komponen | === Keterangan o
[ Persyaratan | L Surat Permohonan bermateral;
2. Fotocopy KTF;
3. Fotocopy Nomaor Pokok Wajib Pajak [NPWP);
4. Fotocopy ljazah;
5, Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi (STR) Radiografer yang berlaku;
6. Surat Pernyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kesshatan sebagal tempat praktiknya;
7. Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;
8. Pasfoto warna ukuran 4X6 {2 lembar);
9. Rekomendasl darl Organisasi Profesi;
10, Rekomendasi dari Dinas Teknis [sesual peruntukan};
I | Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. IFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasl berkas permohonan dan membuat konsep Surat [zin;
4. Petugas Back Office mencetak Surat lzin;
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memverifikasl Surat lzin:
6, Kepala Dinas menandatangani Surat (zin;
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat lzin;
8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;
il | Waktu Pelayanan | 2 [dua) hari kerja [setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap] =
W | Biaya / Tarif Tanpa Biaya / Gratis
V| Produk Pelayanan | lzin Praktik Radiografer
VI | Penanganan 1. Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
Pengaduan jangsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, 5M5 Kotak Pengaduan,

e

Emall, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

Petugas Front Dffice menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IfT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkajl permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membiat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil |
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP);

IFT. Analis Kebljakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepals Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Sl b S



B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL DRGANISASI (Manufacturing)

i Dasar Hukum [ 1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single
Submission;
4, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Momor 81 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
5. Peraturan Menteri Dalam MNegerl Republik Indonesia Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2027 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
i Sarana, Prasarana 1. Ruang Pelayanan
danfatau Fasilitas 2. Banner/leaflet
3. Nomaor Antrian
4 Komputer
5 Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
& Toilet
| Kompetens 1. Berpenampilan menarik (Senyum, S5apa, Salam, Sopan dan Santun];
Pelaksana 2. Menguasal Standar Operasional Prosedur;
3. Menguasal dap memahami tentang perizinan;
&. Mampu mengoperasikan komputer;
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif din efisien;
e i EAR E!Ei_mﬂti kemampuan kerjasama tim;
W | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Internal | 1. Dilakukan secara kontinu;
v Jumilah Pelaksana 1. Petugas Frant Office;
2. IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinam;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4, Petugas Back Office;
5. Kepala Dinas PMPTSP
6. Kepala Sub Baglan Umum don Kepegawaian;
7. IFT, Analis Kebijakan dan Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal
Vi | laminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
L AL tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun
Wil | Jaminan Keamanan | Surat izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah
Vi | Evaluasi Klmerja Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
Pelaksana kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbalkan kinerja menuju hasil

yang lebih baik di waktu yang akan datang




YANAN

[ZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN
A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYAMNAN (Service Delivery)

Keterangan

Persyaratan

1.

el o

R R

Surat Permohonan bﬁmni;rii
Fotocopy KTP;

Fotocopy Nomaor Pokok Wajib Pajak {NPWP;

Fotocopy Ijazah;

Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi (STR) Refrakslonis Optisien (RQ) yang
berlaku;

Surat Pernyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan darl pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

Surat Keterangan Sehat /KIR Dokter;

Pasfoto warna ukuran 4X6 |2 lembar),

Rekomendasi darl Organisasi Profesi;

. Rekomendasi darl Dinas Teknis (sestal paruntukan);

Prosedur

W

FPs .

w

4.
5.

B.
T
[

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

IFT, Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat lzin;
Petugas Back Office mencetak Surat Izin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memyverifikas) Surat zin:

Kepala Dinas menandatanganl Surat 1zin;

Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian memberikan Penomaoran Surat (zin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Kepada Pemohon;

| Waktu Pelayanan

2 [dua) harl kerja [setelah berkas persyaratan :Hrrﬂu’ﬂn lengkap)

Biaya / Tarif

Produk Pelayanan

Tanpa Biaya / Gratis
izin Praktik Refraksionls Optisien

Wi

Penanganan

Pengaduan

%%

Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
langsung) maupun secara tidak langsung (melalui Surat, SMS5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

JFT. Analls Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan,

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkalt {infernal/ekstemal
DPMPTSP):

JFT. Analis Kebijlakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memerilsa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pepgaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELDLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS! [Manufacturing)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Submission;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik iIndonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Panyalenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;

5. Peraturan Menterl Dalam Negeri Republik Indonesia Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Bupati Tapin Noemor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggarsan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penapnaman
Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Nomor Antrian

Komputer

Meja

Eursl

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda &

e T N LN A S S B A S PR TR LAY B L S e e e R

i

Eompetensi
Pelakiana

Berpenampilan menarik [Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prasedur;

Menguasal dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektil dan efishen;

Memllikl kemampuan keffasama tm;

Pengawasan
Imvkernal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara kontinu;

R

| v

Jaminan Pelayanan

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office;
IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan;
Petugass Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;

IFT. Analis Kebijakan darl Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

e L T T L I A

No kW

Diwujudikan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serts didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Vil

laminan KEsamanan

Surat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wil

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan difakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil

| yang lebih balk di waktu yang akan datang




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI [Manufacturing)

Das.lr_HuElm

Undang-Undang Republik Indonesia Noemar 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Maodal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalam;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Peritinan Berusaha Terintegras! Secara Elektronik melalui Online Single
Submission;

Peraturan Menterl Dalam MNegerl Republie Indonesia Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertemntu;

Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perfzinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

LSarana, Prasarana
dan/atau Fasikitas

Eompetens
Pelaksana

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Momaor Antrian

Komputer

hlefar

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Tallet

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun;
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Menguasal dan memahami tentang perlzinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Pengawatan
Internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara Kontinu;

Jumilah Pelaksana

NN I BN R e N

o bt it LUE 8

Petugas Front Office;

JFT, Analis Kebijskan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kapala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

Vi

Vi

Jaminan P'Eiﬂr'iﬁii"l

sEiasmEr——

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk hynn:n_ﬂru sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampll, sopan dan santun

J:mln:ﬁnmlnln

Surat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wil

Evaluast Kinerja
Pelaksana

Pelzksanaan evaluasi terhadap hasil H;r':ii para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerjs menuju hasil




_|E

STANDAR PELAYANAN (5P)

IZIN PERUBAHAN LUAS LAHAN
A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYAMAN (Service Delivery)

Keterangan

P:r;ri'rltw-

il !

el i o

Surat Permohonan bermaterai;

Fotocopy KTP;

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon [/ Perusahaan /Badan
Usaha dan Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak [KSWP);

Nomaor Induk Berusaha (NIB);

Izin Usaha;

Izin Lokasi;

izin Lingkungan;

IUP—B atau IUP;

Rencana Kerja Perubahan Luas Lahan;

. Hasil Penilalan Usaha Perkebunan;
11.
12.

Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Perusahaan;
Rekomendasi dard Dinas Teknis {sesual peruntukan);

"

Prosedur

1
r 8
3

4,
S

B.
q-
)

. Pemaohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

. JFT, Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan memverifikasi berkas permohanan dan membusat konsep Surat [zin;
Petugas Back Office mencetak Surat lzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perlizinan dan Mon Perizinan
memyerifikasi Surat Izin:

Kepalz Dinas menandatangani Surat [zin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Eepegawalan memberikan Penomoran Surat (zin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

m

Waktu Pelayanan

2 (dua) hari kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

v

Blaya / Tarif

Tanpa Biaya / Gratis

Wl

_Produk Pelayanan

zin Perubahan Luas Lahan

Peﬁrmmn
Pengadiiarn

1

=

Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
langsung) maupun sacars tdak langsung (melalul Surat, SMS Kotak Pengaduan,
Emall, LAPOR, dan SPAN LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

JFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasatahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat [awaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakon dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkalt {Internal/eksternal
BPMPTSP);

JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pefaporan Layanan
memblat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat lawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat lawaban Pengaduan kepada Pelapor



B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

| I'.']Ii.ur Hulkoum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;

Undang-Undang Republik iIndonesia Nomaor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Peraturan Pemerntah H:ppmﬂlk Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single

Submission;

4, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia MNamior
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

5. Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelengearaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

B, Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendalegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

w b

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Huang Pelayanan

Banner/leaflet

Momor &ntrian

Komputer

Meja

Kurst

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Taoiliat

Kompetensi
Pelaksana

Berpenampilan menarik {Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasai dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasl secara Hsan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tm;

S tas P el BB mb R WM B B opd e

Pengawasan
Internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara kontinu;

Jumiah Pelaksana

Vi

Jaminan Pelayanan

Petugas Front Office;
JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan FPerizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepatas Dinas PMPTSP

Kepala S5ub Baglan Umum dan Kepegawaian;

IFT, Analis Kebijakan dar Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

P (B s e

M-fhiin g4

| Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar

Dperasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

v

Jaminan Keamanan

tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, teramepil, sopan dan santun
Surat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wil

Evaluasi Kinerja
Pelaksmnm

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tabun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang akan datang




No. | Komponen

Persyaratan

STANDAR S

IZIN PERUBAHAN LUAS JENIS TANAMAN DAN ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

o

N E W

g

pa

LSuratl Permohonan bermateral;

Fotoccopy KTP;

Fotocopy MNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon / Perusahaan [Badan
Lisaha dan Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak [KSWP];

Nomaor Induk Berusaha (NIB);

Izin Usaha;

izln Limngkiingan;

IUP =B atau IUP;

Rencana Kerja Perubahan Jenls Tanaman/Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasll
Perkebunan;

Hasil Penilaian Usaha Perkebunan;

. Rekomendasi darl Dinas Teknis (sesual peruntukan};

o

il

Prosedur

LY ]

4,
5

B,
7.
B

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaraton ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

JFT. Analis Kebljakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membust konsep Surat lzin;
Paetugas Back Office mencetak Surat tzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
miemserifikas] Surat lzin:

Kepala Dinas menandatangani Surat izing

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat 1zin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

Waktu Palayanan

2 (dua) hari kerja {;etelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

v

Biaya / Tarif

Produk Pelayanan

Tanpa Biaya / Gratls
12in Perubahan Jenis Tanaman dan atau Perubahan Kapasitas Pengalahan Hasil
Perkebunan

Vi

Penanganan
Pengaduasn

L.

L

B,

7.

Dls-umpllhn secars langsung [melalui telepon, Formulir peng::lum. konsultas|
langsung) maupun secara tidak langsung (melalui Surat, SM5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
miengka)l permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepals Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooardinasikandengan unsur terkait (internal/ekstemal
DPMPTSP):

JFT. Analis Kebijskan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

wwwwww




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS! [Manutacturing)

Dazar Hukum

1

L.
3.

Lindang-Undang Republik Indonesla Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 201B tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Submission;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indanesia Momar
98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
Peraturan Menterl Dalam Negeri Republik Indonesia Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupatl Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Larana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Buang Pelayanan

Banner/leaftet

Namor Antrian

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Toiet

=

Kompetensi
Pelaksana

Berpenampilan menarik {Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasai dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara fisan dan tertulls dengan balk;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

rAemilikl kemampuan kerfasama tim;

Perngawa_s-a-r;
Internal

Pl g0 B8 o e e s

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang:
Ditakokan sacars ket

Jlumilah Pelaksana

M

-

NEmaw

Petugas Front Office;

IFT. Analis Kebijakan darl Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Dffice;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;

JFT, Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksean
Penanarman Modal

Vil

Jaminan ﬁﬂ;ﬂmn

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk !avlﬁ-'lﬁm; sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Jaminan Ksamanan

Surat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap !tlmnﬂl basah

Rl

Evaluas! Kinerjs
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya saty tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih balk di waktu yang akan datang




IZIN DIVERSIFIKASI USAHA

ANAN (SP

A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

| e, | Komponsn . Keterangan
| Persyaratan 1. Surat Permohonan bermateral;

2. Fotocopy KTP;

3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon / Perusahaan /Badan
Usaha dan Surat Keterangan Xonfirmasl Status Wajib Pajak (KSWP);

4. Nomor Induk Berusaha (NIB);

§. Izin Lisaha;

B.  lzin Lingkungan;

7. IUP-Batau IUP;

B. Rencana Kerja Diversifikasi Usaha;

8, Hasll Penllaian Usaha Perkebunan;

10. Rekomendasi darl Dinas Teknis {sesuai peruntukan);

W | Prosedur 1. Pemohon memasukkan Permahonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohanan;

3. IFT. Analis Kebilakan Bldang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat izin;

4, Patugas Back Office mencetak Surat fzin;

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memverifikasi Surat |zin:

6. Kepala Dinas menandatangani Surat izin;

7. EKepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat 1zin;

— 8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;
| Waktu Pelsyanan 2 [dua) hari kerja |setelah berkas persyaratan dh'wﬂll:m lengkap)
v | Biaya / Tarif  Tanpa B-1a'|rn { Gratis
|V | Produk Pelayanan | lein Diversifikasi Usaba 0000000
| Y1 | Penanganan | 1. Disampaikan secara langsung [melalui telepon, Formulic pengaduan, konsultas!
Pengaduan langsung) maupun secara tidak langsung (melalui Surat, SM5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengadisan;

3, IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pehgaduan;

4, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait [internal/eksternal
DPMPTSR);

5. JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduian;

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaral draft jawaban pengaduan;

7. Kepala Dinas memeriksa dan menandztangani Surat Jawaban Pengaduan:

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepads Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL DRGANISAS! (Manufacturing)

I Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Muodal;
2. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tenfang Perkebunan;
3. Peraturan Pemerintah Republlk Indonedia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Onling Single
Submisshon;
4. Peraturan Mernter Pertanian Republik Indonesia Momar
98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
&, Peraturan Menteri Dalam MNegerl Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang |
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
! Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
[} Sarana, Prasarana 1. Ruang Pelayanan
danfatau Fasilitas 1. Banner/leaflet
3. Momor Antrian
4. Komputer
5 Mela
& Kursi
*. Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
: | & Toilet
M | Kompetéens 1. Berpenampilan menarik (Senyum, 5apa, Salam, Sopan dan Santun);
| Pelaksana 2. Menguasal Standar Operasional Prosedur;
3. Menguasal dan memahami tentang perizinan;
4. Mampu mengoperasikan komputer;
&, Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
7. Memiliki kemampuan kerjasama tim; - -
IV | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
|| Intarnal 2. Dilakukan secara kontinu;
v Jumiah Pelaksana 1. Petugas Front Office;
2. IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;
3, Kepala Bldang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Maon Perizinan;
4. Petugas Back Dffice;
5. Kepala Dinas PMPTSP
6. Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawalan;
7. JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
I Penanaman Modal
V1 | laminan Felw:nun Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung ofeh petugas yang berkompeten dibidang
_ tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun
Vil | laminan Keamanan | Surat lzin dibubuhi tanda tangan clektronik atau tanda tangan serta cap st.!mpil basah
Vil | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kineria para pelaksana akan dilakukan sekurang:
Pelaksana kurangnya satu tmhun sekall, untuk kemudian dilakukan perbalkan kinerja menuju hasil
| yang lebih baik di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN USAHA BUDIDAYA HOLTIKULTURA
AL ASPEX PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

-l

| Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;
2. Fotocopy KTP;
3, Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon / Perusahaan [Badan
Usaha dan Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak [KSWP);
4., Momor Induk Berusaha (NIB);
5. lzim Usaha;
B. Buktl Penguasaan Atas Tanah)/Lahan;
7. Rekomendasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah;
B.  lzin Lokasi;
9. lzin Lingkungan;
10, Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha Budidaya Holtlkultura;
11. Rekomendasi dari Dinas Teknls [sesual peruntukan),
I Prasedur 1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3, JFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peritinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat trin;
4, Petugas Back Office mencetak Surat izin;
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memverifikasi Surat [zin:
6. Kepala Dinas menandatangani Surat izin;
7. Kepala Sub Bagian Umam dan Kepegawatan memberikan Penomoran Surat (zin;
|_B. Petugas Front Office menyerahkan Surat I2in Kepada Pemohon; o |
i | Waktu Pelayanan 2 (dua] hari kerja {setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap]
IV _ | Biaya/Tarf Tanpa Blaya / Gratis =
v Produk Pelayanan kzin Usaha Budidaya Holtikultura
VI | Penanganan 1. Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasl
Pengaduan langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMS5 Kotak Pengaduan,

Email, LAPOR, dan SPAN LAPOR);

Potugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkajl permasaiahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internalfeksternal
DPMPTSP);

IFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan
membisatl draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerlksa dan
memaraf draft [awaban pangaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELDLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

Dasar Hukum

B

Undang-Undang Bepublik Indonésla Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Miodat;

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Submission;

Peraturan Mernteri Pertanian Republik Indonesis Momior
70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya
Holtikultura

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomar 22 Tahun 2021 tentang
Praktik Holtikultura Yang Balk;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Poeraturan Bupati Tapin Momor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

| _S:a-rln&. Prasarana

dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Momor Antrian

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Tollet

Kompetensi
Pelaksana

Berpenampilan menarik [Semyum, Sapa, Salam, Sopan don Santun);
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

fMenguasal dan memahami tentang penizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikas! secara lisan dan tertulis dengan balk;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Pengawasan
Internal

Jumish Pelsksana

Vi

laminan Fe_l.i_wun:n

B Raihd bl G0 LN Se G B IO R

"

e W

Diakukan secara kontinu,

Dilakukan obeh stasan langsung secara berjenjang;

Petugas Front Office;

IFT. Analis Kebijakan dari Bldang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

JFT. Analis Kebifakan dari Bidang informasi dan Pengendalian Pelaksazn
Penanaman Modal

Diwujudkan dalam kuafitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Wil

Wi

laminan Keamanan

Evatu:sﬁﬂn::rh
Pelaksana

Surat lzin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang:
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di wakiu yang akan datang




STAN PELAYANAN (SP

IZIN USAHA OBAT HEWAN (PRODUSEN]
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

Komponen

— |}
d

Persyaratan

Keterangan

Surat Permohonan bermaterak;

Fotocopy KTF;

Fotocopy Momor Pokok Wajib Pajak [NPWP) Pemohon / Perusahaan /Badan
Usaha dan Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

Nomor induk Berusaha [NIB);

izin Usaha;

fzin Lingkungan;

Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempaty
Asosias Dbat Hewan Selurub indonesia;

B. Rekomendasi darl Dinas Teknis (sesuai peruntukan);

L o

=omon

Prosedur

e S——

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

JFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan memyverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat |zin;

4. Petugas Back Office mencetak Surat lzin;

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan
memverifikasi Surat Lzin;

B. Kepala Dinas menandatangan Surat [zin;

7. Kepsla Sub Bagian Umum dan Kepegawalan memberikan Penomoran Surat izin;

TR

v

Biaya / Tarit

Waktu Pelayanan

PR rEs T

2 {dua) hari kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)
Tanpa Biaya / Gratis

Produk Pelayanan

Izin Usaha Obat Hewan (Produsen) o

VI

Penanganan
Pengaduan

1. Disampalkan secara langsung (melalul telepon, Formulir p:npduanhamulu?j
langsung] maupun secara tidak fangsung (melalui Surat, SMS Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SPAN LAPOR);

2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

3. JFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji parmasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
rmembuat jawaban pengaduan;

4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Palaporan Layanan menganalisis hasil
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkalt |internal/eksternal
DPMPTSP);

5. JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan den Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

6, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan

memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memertksa dan menandatangani Surat lawaban Pengaduan:

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengoduan kepada Pelapor

il




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGAMISAS] (Manufacturing)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik indonesia Nomaor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

2. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Felayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Singhe
Subrmission:

3, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesla Mamor
18/Parmentan/OT.140/4/2009 tentang Syarst dan Tata Cara Pemberian lzin
Usaha Obat Hewan;

4. Peraturan Menterl Dalam Megeri Republik Indonesia Nomar 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

MNomaor Antrian

Kompuber

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Toilet

Kompetensi
Pelaksana

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasal dan memahami tentang perizinan;

MMampu mengoperasikan komputer,

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan balk;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Pengawazan
lrtermal

Dilakukan oleh atasan langsung secara Eﬂjmlan.;;
Dilakukan secara kontinu;

lumiah Pelaksana

Petugas Front Office;

IFT, Analis Kebijakan dari Bidang Penvelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon
Perizinan;

3, Kepals Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan;

4. Petugas Back Office;

5, Kepala Dinas PMPTSP

&, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;

7. JFT, Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

Ll Lol bRl ol ol ol T

Il

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

faminan Keamanan

Surat lzin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wil

EHILHI Kineria
Palaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para F;;!'I;HII'II akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbalkan kinerja menuju hasil

yang lebih baik di waktu yang akan datang —




No.
i

STAN PELAYANAN (5

IZIN USAHA PERBENIHAN HOLTIKULTURA
A ASPEK PENYAMPALAN PELAYANAN (Service Delivary)

‘Komponen

Keterangan

Persyaratan

gl

oo oWk

, Rekomendasl darl Dinas Teknis [sesual peruntukan);

4,
5.

6.
7.
B.

. IFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Fotocopy KTP:

Fotocopy Momor Pokok Wajilb Pajak (NPWP) Pemohon / Perusahaan /Badan
Lisaha dan Surat Keterangan Konfirmasl Status Wajib Pajak (KSWP);

Nomaor Induk Berusaha (MIB);

Izin Usaha;

Rekomendasl Pemanfaatan Tata Ruang Daerah;

tein Lokasi;

Izin Linghkungan;

Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha Perbenihan Holtikultura;

A e e s : e — o o o e

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas pi.-rmrinn_t_z Fromt Dﬂkl:,_
Patugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat lzin;
Petugas Back Office mencetak Surat Izin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
mermverifikas) Surat [zin:

Kepala Dinas menandatangani Sural Izing

Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat 1zing
Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Kepada Pemohon;

—
—~

Waktu Pelayanan

2 (dua) harl kerja {setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

Biaya / Tarif

Tanpa Blaya / Gratis

Produk Pelayanan

<|<|z

Penanganan
Pengaduan

1.

2

3,

izin Usaha Perbenihan Holtikuttura o 1

Disampalkan secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultas) |
langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMS Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan 5P4N LAPOR]);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

JFT.Anglis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pefaporan Layanan menganalisis hasil
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMBTSR):

JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft waban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat lawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

Drasar Hukum

1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Submission;

4, Peraturan Menter Pertanian Republik indonesia Nomaor
26/Permentan/HK. 140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional
Prosedur Pemberian Rekomendasl Teknils lzin Usaha dl Bidang Pertandan Dalam
Rangka Penanaman Modal,

5. Peraturan Menteri Dalam Megeri Repubilk Indonesia Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Daerah;

B, Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizingn Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

[

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasliitas

I

i':nmp!tu'ri.l
Pelaksana

Ruang Pelayanan
BannerTeallat
Momar Antrian
Komputer

Meja

Kurs

Halaman Parkls Roda 2 dan Roda 4
Toilet

Berpenampilan menartk (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

3. Menguasal dan memahami tentang peritinan;

4. Mampu mengoperasikan komputer;

5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan batk;

6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

7. Memiliki kemampuan kerjasama tm;

)t Lot ol o ol ol

Pengawasan
Internal

g —

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara kontinu;

Jumilah Pelaksana

r 3

1. Petugas Front Office;
2. IFT, Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kapala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

~ g W

w

laminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas FH‘I\I‘MH'I dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten diblidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

vl

Jaminan Kearmanan

Surat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Vi

Evaluasi Kinera
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasl terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangriya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
vang lebih baik di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (5P)

IZIN POLIKLINIK / RUMAH SAKIT HEWAN
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Dellvery)

Komponen

Keterangan

Persyaratan

;O A Lo o

L

Surat Permohonan bermateral;

Fotocopy KTP;

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon / Perusahaan /Badan
Usaha dan Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

Nomor induk Berusaha (N1B);

Izin Usaha;

Persefujuan Bangunan Gedung atau Bukti 5tatus Kepemilikan Bangunan [SHM,
Bukti Sewa, Kontrak)

izin Lingkungan UKL-UPL untuk klinik rawat inap atau SPPL untuk klinik rawat jalan
Profil klinlk {Struktur Organisasi, lokasi, bangunan, daftar ketenagakerjaan, sarana
dan prasarana, daftar peralatan, daftar obat-obatan, laboratorium, daftar tarlff
dan jenis pelayanan, S0P);

Persyaratan Teknis (meliputi persyaratan lokasl, bangunan, prasarana,
ketenakerjaan, peratatan, kefarmasian, dan laboratorium)

10, Berita Acarp Pemeriksaan Lapangan;
11. Rekomendasi dari Dinas Teknis {sesual peruntukan);

| Prasedur

1
ra
3.

4.
-

6.
1.
B

Pemahon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

JFT. Analis Kebijakan Bidang Peryelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat [zin;
Petugas Back Office mencetak Surat [zin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayvanan Perizinan dan Mon Perizinan
memverifikasi Surat Izin;

Kepala Dinas menandatangani Surat [zin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan memberikan Penomoran Surat fzin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

I

Waktu Pelayanan

2 [dua) hari kerja (setelah berkas puﬂ:_n_r:un dinyatakan lengkap)

v

Biaya / Taril

Tanpa Biaya / Gratis

Ll

Produk Pelayanan

Izin Poliklinik / Rumah Sakit Hewan

Penanganan
Pengaduan

:

3.

el

Disampalkan secara langsung {melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
fangsung] maupun secara tidak langsung [melalul Surat, SM5 Kotak Pepgaduan,
Email, LAPOR, dan SPAN LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

JFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untulk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkalt (internal/eksternal
DPMPTSPY;

JFT, Analis Kebilakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeériksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASE (Manufacturing)

| Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 29 Tahun 2004 tentang Prakiik
Kedokteran;

Z.  Undang-Undang Republik Indonesia Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Misdal;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4, Pergturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayvanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrontk melalul Online Single
Submission;

5. Peraturan Menterl Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Klinik;

6. Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinaz Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sarana, Prasarana
danfatau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Banner/Teaflot

Momor Antrian

Eomputer

Meja

Kursi

Halaman Parklr Roda 2 dan Roda 4
Toilet

m

Kompatensi
Pelaksana

Barpenampilan menarik [(Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun];
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasal dan memahami tentang periztinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasl secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki keemampuan ier}isammlyp_,

1)

Pengawasan
Intemal

Dilakukan pleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara kKontinu;

lumiah Pelaksana

Petugas Front Office;

JFT. Analis KXebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perlzinan dan Mon
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggarsan Pelayanan Peritinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiann;

JFT, Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

MNENP OB EWN RN D s N

ol o B o

Ll

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Wi

Jaminan Keamanan

Surat izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wi

Ewvaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang akan datang




| Prosedur

STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

Persyaratan

Wakiu Pelayanan

— o

1. Surat Permohonan bermaterai;
2. Fotocopy KTP:
3, Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP} Pemohaon;
4, Fotocopy ljazah;
5. Fotocopy Sah Surat Tanda Registrazl [STR) Dakter yang berlaku;
6. Surat Pernyataan Tempat Praktik / Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan senagal tempat praktiknya;
Surmt Keterangan Sehat /KIR Dokter;
Pasfoto warna ukuran 4%6 (2 lembar];
fiekomendasi darl Organisasi Profesi;
. Bekomendasi darl Dinas Teknis {sesual peruntukan);

‘Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas parmohonan;

IFT, Analis Kebljakan Bldang Penvelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nan
Perizinan memverifikasl berkas permohonan dan membuat konsep Surat lzing

4. Petugas Back Office mencetak Surat Izin;

kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memyverifikasi Surat [2in:

Kepala Dinas menandatanganl Surat lzin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomaran Surat Izin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemchon;

wm--| -
- " - = v -

i

w:-;;:n

F [dual hari lea lsHu-]Ih berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

Vv | Biaya / Taril Tanpa Biaya [ Gratis

W Produk Pelayanan Izin Praktik Dokter Hewan

Vi | Penanganan 1. Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
Fengaduan langsung) maupun secera tidak langsung (medalul Surat, 5M5 Kotak Pengaduan,

Email, LAPOR, dan 5P4N LAPOR};

2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan,;

3, JFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

4. Kepala Bldang Pengaduan, Kebllakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait [internal/eksternal
DPMPTSPR];

5. IFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
memblat draft jawaban pengaduan;

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

7. Kaepala Dinas memeriksa dan menandatangant Surat Jawaban Pengaduan;

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEX PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGAMISAS! (Manufacturing)

| Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 29 Tahun 2004 tentang Prakiik
Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesta Memor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Submisskon;
&, Peraturamn Menter| Kesehatan Republik Indonesia Nomaor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Prakiik
Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penvelenggarasn Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tabhun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
o . Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
[} Sarana, Prasarana 1. Ruang Pelayanan
dan/atau Fasilitas 7. Bannerfleaflet
i Momor Antrian
4, Kompuber
5. Meja
G Kursi
7.  Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
L & Toilet
I Kompetens 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Pelaksana 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
3. Menguasal dan memahami tentang perizinan;
4, Mampu mengoperasikan komputer;
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulls dengan baik;
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
7. Memllikl kemampuan kerjasama Him;
W | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Internal 2. Dilakukan secara kontinu;
W lumlah Pelaksana L Petugas Front Office;
2. JFT, Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon
Perizinan;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Peloyanan Perizinan dan Non Ferizinan;
4. Petugas Back Dffice;
5. Kepala Dinas PMPTSP
B, Kaopala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
7. IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
——— Penanaman Modal —
Vi | Jaminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
il tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun
VIl | Jaminan Keamanan | Surst lzin dibububi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah
Vill | Evatuasi Kinerja Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
Polaksana kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbalkan kinerja menuju hasil
_yang lebih baik di waktu yang akan datang -




Y SP

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA ANTRAKSI WISATA
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYAMAN (Service Delivery)

Komponen

Persyarstan

pa

o ol

2l

Surat Permohonan bermateral;

Akte pendirian parusahaan untuk Badan Usaha izin PMA [ PMON (jika berbentuk
PT dilampirkan 5K Pengesahan dari Menkumbam, [ka berbentuk ©F 5K
Pengesahan darl Pengadilan Megeri;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohan;

Nomaor Induk Berusaha [NIB);

lzin Usaha Perdagangan (055);

Fotocopy NPWP Pemohon / Perusahaan / Badan Usaha dan Surat Keterangan
kenfirmast Status Wajlb Pajak (KSWP);

Surat Keterangan Tempat Usaha dari kepala desa / kelurahan;

Surat Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas
jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumiah kendaraan, kapal atau
kereta apl serta daya angkut yvang tersedia

Rekomendasi dari Dinas Teknis {sesual peruntukan);

Prosedur

L.
2,
3

B
5.

.
7.

g —

Pemohon memasukkan Permohonan besarta berkas pm‘yarahn Jtul!‘-.FI‘l:rI'qI Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

. JFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan memverifikasl berkas permohonan dan membust kensep Surat Izin;
Petugas Back Office mencetak Surat |zin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
merverifikasi Surat kzin:

Kepala Dinas menandatangani Surat [xin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat |zin;

i

Waktu Pelayanan

FTEnE T

2 {dua) hari kerja [setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

I

Biaya / Tarif

Produk Pelayanan

Wi

| Tanpa Biaya / Gratis
Tanda Daftar Usaha Parlwisata Antraksl Wisata

Penanganan
Pengaduan

1.

fangsung] maipun secara Hdak langsung [melalul Surat, SMS Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SPAN LAPOR);

Potugas Front Dffice menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP);

IFT, Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan layanan memeriksa dan
memaral draft jawaban pengaduan;

Kepala Dines memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:
Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor |




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERMAL ORGANISASI (Manufacturing)

Pelaksana

| | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20090 tentang Usaha Kepariwisataan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Iindonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mefalul Online Single
Submission;
4, Peraturan Menterl Pariwisata Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Usaha
Parharisata;
5. Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penataan dan
Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin;
7. Peraturan Bupati Tapln Nomar Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
S Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
[ Sarana, Prasarana 1. Ruang Pelayanan
dan/atau Fasilitas 2. Banner/leaflet
3. Nomor Antrian
4 Komputer
5 Meja
6 Kursi
7. Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
& Toilet
i | Kompetensi 1. Bergenampilan menarlk [Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun),
Pelaksana 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
3. Menguasal dan memahami tentang perizinan;
4. Mampu mengoperasikan komputer;
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan balk;
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
. T. Memiliki kemampuan kerjasamatim;
W | Pengawasan 1. Dilakukan cleh atasan langsung secara berjenjang;
Internal 2. Dilakukan secara kontinu; —
IV | Jumlah Pelaksana 1. Petugas Front Office;
2. IFT, Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Penzinan dan Non
Perizinan;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4, Petugas Back Office;
&, Kepala Dinas PMPTSP
6. Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
7. JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
- Penanaman Modal ——
Vil | laminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
' tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun
Vil | Jaminan Keamanan | Surat lzin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah
WVill | Evaluasi Kinerja Pelzksanaan evaluasi terhadap hasil kinerfa para pelaksana akan dilakukan sekurang-

kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
| yang lebih baik di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (5P)

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA BILYARD
A ASPEK PENYAMPALAN PELAYAMAN (Service Delivery)

e R

No. | Komponen Keterangan

Persyaratan Surat Permohonan bermaterai;

Akte pendirian perusahaan untuk Badan Usaha izin PMA / PMDN (jika berbentuk

PT dilampirkan 5K Pengesshan dari Menkumbam, jika berbentuk CV SK

Pengesahan darl Pengadilan Negeri;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

Nomaor Induk Berusaha (NIB);

Izin Usaha Perdagangan {D55);

Fotocopy NPWP Pemohon / Perusahaan / Badan Usaha dan Surat Keterangan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP):

Surat Keterangan Tempat Usaha darl kepala desa / kelurahan;

Izim Lingkungan;

9. Persetujuan Bangunan Gedung(jika milik sendini lampirkan surat tanah, jika sewa
lampirkan surat sewa, |ika hak pakal lamplrkan surat kuasa pakal;

10, Komitmen persyaratan operaskonal tentang stendar usoha rumah bilyard dan
sertifikat usaha rumah bilyard;

11. Rekomendasi dan Dinas Teknis {sesual peruntukan);

N

o s

Ea =

il Prosedur Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
JFT, Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memyverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat [zin;
4, Petugas Back Office mencetak Surat 1zin;
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan MNon Perizinan

memverifikasi Surat lzin:

6. Kepala Dinas menandatangan! Surat (zin;

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat lzin;
- 8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

b

il | Waktu Pelayanan 2 {dua) hari kerja [setelah berkas persyaratan dinyatakan lenghkap)

IV | Biaya / Tarif Tanpa Biaya / Gratis =——

V | Produk Pelsyanan | Tanda Daftar Ussha Pariwisata Bilyard

V1 | Penanganan 1. Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
Pengaduan langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMS,Kotak Pengaduan,

Email, LAPOR, dan 5P4N LAPOR];

2. Petugas Front Office menerma pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

3. JFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporam Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan:

4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait |internal/eksternal
DPMPTSR);

5 IFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

6. Eepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
maemaraf draft jawaban pengaduan;

7. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lawaban Pengaduan kepada Pelapor




B, ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERMAL ORGANISASI |Manufacturing)

Dasar Hukum

ET Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20050 tentang Usaha Kepariwisataan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pefayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik medalui Online Single
Submitssiomn;

4, Peraturan Menteri Pariwisata Nomaor 18 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata;

5, Peraturan Menterl Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penataan dan
Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin;

7. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

L

SaF;ﬁ. Prasarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Bannerleallet

Momor Antrian

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Tallet

Kompetensi
Pelaksana

Barpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasai Standar Operaslional Prosedur;

Menguasal dan mamahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan balk;
MMampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Pengawasan
Internal

Dilakukan okeh atasan langsung secara berjenjang;
MHiakukan secara kontinu;

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office;

IFT, Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian;

IFT. Analis Kebljakan dar| Bidang Informasl dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

oo it o Pt o A o o el LA ot i

bl A o

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan daltam kualitas pelavanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Vil

Wil

laminan Keamanan

Surat izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempal basah

Evalumasi Kinerja
Palaksana

Pelaksanaan evaluasi mrﬁ'ﬁiﬂ_hulﬂ kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbalkan kinerja menuju hasil

yang lebih baik di waktu yang skan datang




Y. SP

SURAT IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Dellivery)

Las ]

Komponen

Keterangan

Persyaratan

e R T

Surat Permohonan bermateral

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTF) pemohan;

Fotocopy Nomor Pokak Wajib Pajak [NPWFP);

Momaor Induk Berusaha (NIB);

Izin Usaha {O55);

Buktl Kepemilikan lahan / tanakh;

Surat Keterangan Tempat Usaha dari kepala desa / kelurahan;
Rekomendasi Pernanfaatan Ruang Daerah (sesual peruntukan);
Izin Lokasi {sesuai Peruntukan)

. Proposal dan Presentasi Rencana Pembangunan Perumahan;

. Pengesahan site plan;

. Sertifikat Laik Fungsi [SLF) {sesual peruntukan};

. Fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung atau bukti status kepemiiikan bangunan

[SHM, buktl sewa, kontrak];

. Swrat pernyataan Pengelolsan Lingkungan [SPPL;
. Rekomendasi dari Dinas Teknls (sesual peruntukan);

Prasedur

L
i

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

JFT. Analis Xebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memyerifikasl berkas permohonan dan membuat konsep Surat [zim;
Petugas Back Office mencetak Surat lzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memyverifikasi Surat izin:

Kepala Dinas menandatangani Surat lzin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan memberikan Penomoran Surat |zin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

s —

:llrall:u Pelayanan

2 :dul} harl kerja [setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

Tanpa Blaya / Gratis

Produk Pelayanan

Wi

Penanganan
Pengaduan

1.

5

B

T
8,

......

Dfﬂmplihn secara langsung (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
langsung] matpun secara tidak langsung [medalul Surat, SMS Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP);

IFT. Analls Wehijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaral draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Difice menyerahkan Surat lawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL DRGANISASI {Manufacturing)

ll_ ﬂasarl-ﬁ.uhum'

1.

2.

3.

Undang-Lindang Republik Indonesia Momar 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

Feraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 12 Tahun 2021 tEntang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Subrmission;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Dasrah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perumahan dan
Permukiman;

Peraturan Bupati Tapin MNomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

i

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Maomaor Ankrian

Komputer

Meja

Kursi

Hataman Parkir Aoda 2 dan Roda 4
Tollet

mlzﬂ-ﬁ;l
Palsksana

Pengawasan
Internal

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Menguasal dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakukan secara kontinu;

Vi

Jumilah Pelaksana

MEeNElNam s S e e

b 06 N

Petugas Front Office;
JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan;
Petugas Back Office;

Eepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

| laminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dunl:-ln_ Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampll, sopan dan santun

Vil

hmh'lan“ﬁaminan

Ll

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Surat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Pelaksanaan evaluast terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang skan datang




STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERIA
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Dedivery)

Komponen

Persyaralan

1. Surat Permohonan bermateral;

2. Fotocopy KTP,

3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon / Perusahaan /Badan
Usaha dan Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak [KSWP);

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau Bukti Status
Kepemilikan Bangunan (SHM, Buktl S5ewa, kontrak);

Profil Lembaga (Struktur Oeganizasi Pengelola LPK]:

Daftar Tenaga Pengajar / Instruktur;

Daftar sarana, prasarana dan Fasilitas LPK;

Rekomendasi dari Dinas Teknis [sesual perunbulan);

gl o

5@~ m

Prosedur

S _FIEE STEREE P S R LT

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Frent Office;

Petugas Front Office memerikss kelengkapan berkas permohonan;

JFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan memverifikasl berkas permohonan dan membuat konsep Surat lzin;

Petugas Back Office mencetak Surat 1zin;

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizingn dan Non Perizinan
memverifikasl Surat lzin:

6. Kepala Dinas menandatangani Surat zin;

7. KepalaSub Bagian Umum dan Kepegawaian membertkan Penomoran Surat Izin;

B, Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

e pe

Waktu Pelayanan

v

Biaya / Tarlf

2 |dua} hari kerja [setelah berkas persyaratan dinyatakan lengiap)
Tanpa Biaya / Gratis

Produk Pelayanan

Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Vi

Penanganan

Pengaduan

1, Disampaikan secara langsung (melalui tetepon, Formulir pengaduan, konsultasi
langsung] maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMS Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan 5P4N LAPOR];

2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

3, IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebljakan don Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
miembuat jawaban pengaduan;

4, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSR);

5. JFT, Analis Ksbijakan Bidang Pengaduan, Kebljskan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaral draft jawaban pengaduan;

7. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jowaban Pengaduan:

B. Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B, ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

‘Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun Iﬁﬁf-i'&-ﬁimg PeEnanaman
Madal;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras| Secara Elektronik melalul Onling Single
Submission;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Momaor |
PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga
Pelatihan Kerja;

4. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sarana, Prasarana
dan/fatau Fasilitas

i

Ruang Pelayanan

Benner/leafiet

Namar Antrian

Komputer

Mija

Kurs

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Tallet

Enmpai-n;i_l
Pelaksana

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan 5antun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasai dan memahami tentang peritinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulls dengan balk;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Pengawasan
Internal

l]I!:quIu;: oleh atasan Ilnl:r.lrng secara berjenjang
Dilakukan secara kontinu;

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office;

IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggarsan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinamn;
Petugas Back Office;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;

JET, Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Madal

o LR e T L R

~p e e

Wi

laminan Palayanan

Diwujudkan dalam kualitas pel;ﬂlmn dan produk layanan yang sesuai dengan Standar
Operastonal Prosedur serta didukung oleh petugas vang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Wil

Imﬂmn?urmanan

Surat Irin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Wil

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang akan datang




-H-n[lnmpmnn

STANDAR PELAYANAN (SP)

PERPANIANGAN [ZIN MEMPEKERIAKAN TENAGA ASING (IMTA) DALAM SATU DAERAH

KABUPATEN/KOTA

A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

_____ Keterangan

| Persyaratan

L il =

-~

Surat Permohonan bermaterai;

Fotocopy KTF;

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon / Perusshaan /Badan
Usaha dan Surat Keterangan Xonfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Rekomendasi dari Dinas Teknis (sessal peruntukan);

il

Prosedur

e e

i,
o

.
7.
8.

Pemohan memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Offlce;
Petugas Frant Office memerikza kelengkapan berkas permohonan;

JFT, Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelavanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat Izin;
Petugas Back Office mencetak Surat lzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memverifikasi Surat lzin:

Kepala Dinas menandatangani Surat 1zin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan memberikan Penomaoran Surat (zing
Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Kepada Pemaohon;

Waktu Pelayanan

2 (dua} hari kerja {setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

Biaya / Tarif

Tanpa Biaya / Gratls

<|zls

Vi

Produk Pelayanan

Penangsnan

Pengaduan

tzin Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA} Dalam 5atu Daerash
Kabupaten/Kota

i

=d

ms.ampalkun m:aﬂ. Iang_-.un,g, (melalul telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
angsung) maupun secars tidak langsung [melalul Surat, SM5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

Fetugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

JFT Analis Kebijakan Bldang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasi
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait [internal/eksternal
DEMPTSE);

JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft j[awaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor |




B. ASPEX PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

i Dasar Hulkum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nemer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman |I
Modal;
2. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalul Online Single
Submission;
3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4, Peraturan Presiden Republic Indonesia Momor 72 Tahun 2014 tentang
Pengpunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kerja Pendamping;
5, Peraturan Menterl Dalam Negeri republic indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menterl Ketenagakerjaan Republik Indonesia Momor 8 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksansan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing:
7. Peraturan Bupati Tapin Momor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
il Sarana, Prasarana L. Ruang Pelayanan
dan/atau Fasilitas 3. Banner/leaflet
3. Nomor Antrian
4, EKomputer
5 Meja
& Kursi
7. Halaman Parkir Roda Z dan Roda 4
8 Tollet
il | Kompetensi 1. Berpenampilan menarik [Semjum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Pelaksana 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
3. Menguasai dan memahami tentang perizinan;
4, Mampu mengoperasikan komputer;
5. Mampu berkomunikas| secara lisan dan tertulis dengan baik;
& Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efislen;
7. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
IV | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atazan langsung secara berfenjang;
Internal 2. Ditakukan secara konting
W Jumiah Palaksana 1. Petugas Front Office;
1. IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Petugas Back Office;
5, Kepala Dinas PMPTSP
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. JFT, Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
= Penanarnan Modal
V] | laminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas pelsyanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun
VIl | laminan Keamanan | Surat izin dibubuhl tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah
Wil | Evaluasi limjzn Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
Pelaksana kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil

yang lebih balk di waktu yang skan datang




5T Y SP

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD /KB / PENITIPAN ANAK/TK/STS
A, ASPEK PENYAMPALAN PELAYAMAN [Service Dellvery)

No. | Komponen IRl Keterangan
i Persyaratan 1. Surat permohonan bermateral ;
2. Surat kuasa bagl pengurusan izin tidak diurus sendiri bermaterai;
3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya jika berbentuk badan hokum OV

atau PT;

4, Folocopy pemohon/penanggungiawab lembaga pendidikan;

5. Momor Induk Berusaha [NIB);

6. Fotocopy Nomar Pokok Walib Pajak (NPWP)
pemohon/lembaga/perusahaan/Badan Usaha dan Surat Keterangan Konfirmasi
Status Wajib Pajak [KSWP);

7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau SPPF tanah, atau Bukti Status
Kepemilikan Bangunan(SHM), bukti sewa atau kontral;

B. Profil Lembaga Pendidikan, Visi, Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi Lembaga,
Standar Operaslonal Prosedur (SOP);

9, Surat Keterangan Domisili;

10. Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran [KT5P);

11. 5K Pendirian PAUD, TK atau KB;

12. Daftar pendidik / Pengajar;

13. Data anak didlk;

14. Contoh sertifikat yang dikeluarkan lembaga;

15. Rekomendasi Dinas Teknis [sesual peruntukan);

16. Sarana dan prasarana;

Pemahon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

JFT, Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Berizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat 2in;

4. Potugas Back Office mencetak Surat fzin;

5. EKEspala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan
memverifikasl Surat lzin:

6. Kepala Dinas menandatangand Surat izing

7. KepalaSub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat lzin;

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

] Prosedur

W

| Waktu Fn-lwnnan 2 (dua) hari kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lenghp]

v | Biaya / Tarif Tanpa Biaya / Geatis ]

V | Produk Pelayanan 1zin [:Iperaﬂmﬂ qulunnlmn Lembaga PAUD /KB /Penitipan # Anak ;_‘nu.r.'rs

Wi Penanganan 1. Disampaikan secara langsung (melalul telepon, Formulis plnam:luum konsultasi
Pengaduan langsung) maupun secara tidak langsung (melalui Surat, SMS Kotak Pengaduan,

Ermail, LAPOR, dan SPAN LAPOR);

2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

1. IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat [awaban pengaduan;

4, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasi
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/ekstemal
DPMPTSP);

5. JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft Jawaban pengaduan;

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan

memaral draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor

~




B, ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (Manufacturing)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 25 Tahon 2007 tentang Penanaman
Maodal;

2. Undang-Undang Republik Indonesla Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Masional;

3. Peraturan Pemerintah  Republik Indonesis Momor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomaor 66 Tabun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nemor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasl Secara Elektronik melalul Onling Single
Submission;

5. Peraturan Menterl Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

n

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasiitas

Ruang Pelayanan
Banner/leaflet
Mamiar Antrian
Eomputer

Meja

Kurs|

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Toilet

I

Kompetensl
Pelaksana

v

Pengawasan
Internal

SF M

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Operasional Prosedur;

Menguasal dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

" Dilakutkan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Dilakitkan secara ‘:III'IHIII.I'[

K3

Jumiah Pelaksana

_____

ol o ol ol ok ot ol g il R

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinam;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nen Perizinan;
Petugas Back Office;

Eepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

JFT. Analis Kebijakan darl Bidang Informasi dan Pengendatian Pelaksaan
Penanaman Modal

bt 2L L .

| Jaminan Pelayanan

S sy

Wil

Raminan Kllll'l'llﬂil"ll

Vil

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Diwijudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

| tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

Surat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang akan datang




[ZIN PENELITIAN

STANDAR PELAYANAN (5P)

A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN {Service Dalivery)

Keterangan

e

EF

Prosedur

w o

.
7.
8.

Surat permohonan penelitian bermateral
Rekomendasi Dinas Teknis {sesual peruntukan);
Surat pengantar dari pergurdan tnggi;
Folocopy KTP

Fotocopy Kartu Mahasiswa.

Rekomendasi Dinas Teknis {sesuai peruntukan);

Pemahon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

JFT, Analis ebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikas| berkas permohonan dan membuat konsep Surat Lzin;
Petugas Back Office mencetak Surat lzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
mermverifikash Surat izin:

Kepala Dinas menandatangani Surat 1zin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan memberikan Penomoran Surat Izin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Kepada Femohon;

Waktu Pelayansn |
Biaya / Tarif

2 {dua) hari kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lenghap)
Tanpa Biaya / Gratis

Produk Pelayanan

fzin Penelitian

il

Penanganan
Pengaduan

1

5.

6.

7.
B.

Gisampaikan secara langsung (melalui telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
langsung] maupun secara tidak langsung [melalui Surat, 5M5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan 5P4N LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Anals Kebljakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internalfeksternal
DPMPTSP);

JFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani 5urat Jawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawsban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYAMNAN INTERNAL ORGANISAS! (Manufacturing)

i Dasar Hukum I 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 20 Tahun 2003 tentang SisteEm
Pendidikan Masional;
3. Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Momor 24 Tabun 201E tentang
Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektranik melalul Online Single
Submission;
4, Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik indonesia Momor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menterl Dalam Negeri Republik Indonesia
Momor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
5. Peraturan Menteri Dalam Megerl Republik indonesin Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapin Momor  Tahun 2022 tentang Pendelegastan Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
i Sarana, Prasarana 1. HAuang Pelayanan
dan/atau Fasilitas 2. Banner/leaflet
3. Momor Antrian
i, Komputer
5 Meja
6. Kursi
7. Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
. & Toilet - -
1] Kompetens 1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Pelaksana 2. Menguasal Standar Operasional Prosedur;
3. Menguasal dan memahami tentang perizinan;
4. Mampu mengoperasikan komputer;
5. Mampu berkomunikas secara lisan dan tertulis dengan baik;
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
I 7. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
N | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
internal 2. Dilakukan secara kontinug
W Jumilah Pelaksana 1. Petugas Front Office;
2. JFT, Analis Kebijakan darl Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nan
Parizinan;
i. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4, Petugas Back Office;
5. Kepala Dinas PMPTSP
6, Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
7. JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informas! dan Pengendalian Pelaksaan
- Penanaman Maodal -

Vi | laminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

VIl | laminan Keamanan | Surat lzin dibubuhi tanda tangan elektronlk atau tanda tangan serta cap stempel basah
VIl | Evaluasi Kinerja Pataksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
Pelaksana kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang akan datang =




STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG UNTUK SUSUNAN KEPANITIAAN
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)]

Komponen

Keterangan

i

o

o . =

Persyaratan

Prosedur

Waktu Felan,rlnlrs

Ll o

oW

9.

Surat Permohonan bermateral

Surat keterangan domisill kepengurusan / kepanitiaan dari Kepala Desa [ Lurah;
Susunan Kepengurusan /Kepanitiaan;

Program Keglatan PUB yang akan dilakukan:

Fotocopy nomor  rekening  atsu  wadah [/ tempat penampung  hasil
penyeienggaraan PUB;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon,/ketua;

Surat permyataan bermateral yang menyatakan keabsahan dokumen legalitas
yang ditandatangani ketua kepengurusan / kepanitiaan;

Suradl pernyataan bermateral yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk
kegiatan radikalismae, terorizme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
Rekomendasi dari Dinas Teknis (sesuai peruntukan);

10. Nomaor Induk Berussha (MIB) dari Sistem 055 terkecuall Masjid;

P e

B
F A
8.

‘Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

Petugas Front Office memaeriksa kelengkapan berkas permohonan;

IFT, Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pefayanan Perizinan dan Mon
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat izing
Petugas Back Office mencetak Surat Lzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan
memverifilasi Surat izin:

Eepala Dinas menandatangani Surat lzin;

Eepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomaoran Surat Izin;
_Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

(2 {duﬂ_hln kerja Iutmh berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

Biaya / Tarif

Tanpa Biaya / Gratis

Produk Fﬂ._l'f!rllﬂ

lzin Pengumpulan Uang dan Barang Untuk Susunan Kepanitiaan

P&narganan
Pengaduan

1.

Disampaikan secara langsung [melelui telepon, Formulir pengaduan, konsultasi
langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMS, Kotak Pengaduan,
Emall, LAPOR, dan 5P4N LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Llayanan
mengkaji permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membiuat [awaban pengaduan;

Kepata Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait {internal/eksternal
DPMPTSP);

IFT. Analis Kebljakan Bidang Pengaduan, Kebilakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriisa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat lawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS (Manufacturing)

i Dasar Hukum 1. Undang-Undang Aepublik Indonesia Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Mndal;

2. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
Barang;

3. Undang-Undang Republik iIndonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 28 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

5. Peraturan Menteri Soslal Republik Indonesia Nomor B Tahun 2021 tentang
Penyelengigaraan Pengumpulan Uang atau Barnng:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupatl Tapin Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1] SEIIHI. Prasarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan
Banner/leaflot
Maomar Antrian
Eomputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Tailet

Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Menguasai dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer;

hMampu berkomunikas| secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

I | Kempetensi
Palaksana

o B R TR T T

B i) Le— Ll Y A TR R e ey

IV | Pengawasan
Internal

Dilakukan aleh atazan langsung secara berjenjang;
Dilakulkan secara kontinu,

V | Jumilah Pelaksana Petugas Fromt Office;

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

KEepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Office;

Enpala Dinas PMPTSP

Eepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

JFT. Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan

Penanaman Modal

ol 2§l o

ol L LB B

‘W1 | Jaminan Palayanan Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampll, sopan dan santun

Vil | Jaminan Keamanan | Surat trin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Vil | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan evaluasl terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
Pelaksana kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil
yang lebih baik di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (SP)

1ZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG UNTUK BADAN USAHA
A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

| Mo. | Komponen

Keterangan —

| Persyaratan

SRS K R g

12,

13
14, Momor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem 055 terkecuall Masjid;

Surat Permohonan bermaterai: N

Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha;

Fotocopy AD / ART Badan Usaha;

Fotocopy MPWP Badan Usaha;

Bukti Setor pajak bumi dan bangunan/sural sewa tempat;

Surat keterangan domisili Badan Usaha dari Kepala Desa [ Lurah;

Susunan Kepengurusan Badan Usaha;

Program Kegiatan PUB yang akan dilakukan:

Fotocopy nomor  rekening atap wadesh [ tempat  penampung  hasil
panyelenggaraan PUB;

. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/pimpinan dari Badan Usaha;
. Surat pernyataan bermateral yang menyatakan keabsahan dokumen legalitas

yang ditandatangani ketua kepengurusan / kepanitiaan;

Surat pernyataan bermateral yvang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk
kegiatan radikafisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
Rekomiendas! dari Dinas Teknis [sesual peruntukan);

e

it qudur

| Waktu F"Eh'lfll'liﬂ

1
2
3
4,
5

b.
T
8.

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

. JFT. Analis Kebijakan Bldang Penvelenggaraan Pefayanan Perizinan dan Non

Perizinan memyverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat izin;
Petugas Back Oifice mencetak Surat izing

Kepala Bidang Penyetenggarazn Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan
memverifikasl Surat (zin:

Kepala Dinas menandatangani Surat Lzin;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat lzin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

2 (dua) harl kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

I | Blaya / Tarif

Tanpa Biaya [ Gratis

v | Produk Pelayanan

T ————————.

|w Penanganan
Pengaduan

1.

5.

&,

7.

Disampaikan secara langsung [(mielahd telepon, Formulir pengaduan, konsulias)
langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Surat, SMS5 Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SP4N LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register
Pengaduan;

IFT.Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkaji permasalaban pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
membuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasil
kajlan aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP),

IFT. Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijaksn dan Pelaporan Layanan
membuat draft awaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat Jawaban Pengaduan:

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor |

SRS




B. ASPEK PENGELDLAAMN PELAYANAM INTERNAL ORGANISAS! (Manufacturing)

Dasar -Huk_uﬁ

1

2.

3.

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
Barang;

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Saslal;

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelakzanaan Pengumpulan Sumbangan;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Momor 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang:

Peraturan Menteri Dalam Neégeri Republik Indonesiz Momor 138 Tahun 20017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

_5;!'111.1. P-'I'HI!- I-I:l:l;
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Momaor Antrian

Komputer

Miirja

Kursi

Halarman Parklr Roda 2 dan Roda 4
Toilet

Kompeiensi
Pelakzana

Berpenampian menarlk (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun);
Menguasal Standar Dperaslonal Prosedur;

Menguasal dan memahami tentang perizinan;

Mampu mengoperasikan kompuber;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasl dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

scfa o r——

Pengawasan

Dilakukan oleh atazsan Imgiung SBCAra hl:llf]ti;]ll'l[:
DHakukan secara kontinu;

Jumlah Pelaksana

T R I T e I

N W

Petugas Front Office;

IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Petugas Back Oifice;

Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

IFT, Analis Kebijakan dari Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

Vi

Jaminan F‘E-h?ll'lll'l

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang

tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun

vl

Wil

Jaminan Kesmanan

Surat [zin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

' Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Pelaksanaan evaluas! terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang
kusrangnya satu tahun sekall, untuk kemudian dilakukan perbalkan kinerfa menuju hasil

yang lebih baik di waktu yang akan datang




STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG UNTUK ORGANISAS| KEMASYARAKATAN
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

Komponen

Persyaratan

]

o B

m =

10,

11.
12.

Keterangan =
Surat Permohonan bermaterai;
Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
Surat keterangan domisili Drganisasi Kemasyarakatan dan Kepala Desa / Lurah;
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
Fotocopy bukti setor pajak bumi dan bangunan / surat sewa tempat;
Folocopy nomor rekening atau  wadah [/ tempat  penampung  hasil
penyelenggaraan PUB,
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/ketua;
Surat pernyataan bermateral yang menyatakan keabsahan dokumen legalites
yang ditandatangani direktur / ketua;
Surat pernyataan bermateral yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk
kegiatan radikalisme, terorisme, dan keglatan yang bertertangan dengan hukum;
Fpotocopy Tanda Daftar Llembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga
Kesejahteraan Sosial)
Rekomendasl dar Dinas Teknks (sesual peruntukan);
Nomaor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem 055 terkecuali Masjid;

1
2.
E

4
5,

b,
T
8.

Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Frant Difice;
Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

IFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memyverifikasl berkas permohonan dan membuat konsep Suraft lzin;
Petugas Back Dffice mencetak Surat fzin;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan
marmerifikasi Surat lzin:

Kepala Dinas menandatangani Surat zin;
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan Penomoran Surat lzin;
Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohon;

5|":|EiE

SR

| Biaya /Tarlf

2 {dua) hari kerja (setelah berkas p!ﬁ'ﬂl'ﬂ'ﬂrl ﬂll"l'ﬂtillﬂ lengkap)
T:npa Hl.wl J Gratis

| Produk Pedayanan

izin Pengumpulan Uang dan Barang Untuk Organisasi Kemasyarakatan

F"EI'hInEII'IiI'I
Pangaduan

1.

e

Disampaikan secara langsung (melalui telepon, Formulir pengadisan, konsultasi
langsung) maupun secora tidak langsung (melalul Surat, SMS, Kotak Pengaduan,
Email, LAPOR, dan SPAN LAPOR);

Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Reglster
Pengaduan;

JFT.Anglis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mengkajl permasalahan pengaduan dan mengumpulkan bahan pendukung untuk
mambuat jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menganalisis hasi
kajian aduan dan mengkooordinasikandengan unsur terkait (internal/eksternal
DPMPTSP);

IFT. Anglis Kebijakan Bidang Pengaduan, Eebilakan dan Pelaporan Layanan
membuat draft Jawaban pengaduan;

Kepala Bidang Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan Layanan memeriksa dan
memaraf draft jawaban pengaduan;

Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat lawaban Pengaduan:

Petugas Front Office menyerahkan Surat Jawaban Pengaduan kepada Pelapor




B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI {Manufacturing)

o

Drasar Hukim

1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
Barang;

3. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

4, Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Palaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

5. Peraturan Menterl Sosial Republik Indonesia Nomaor B Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang:

6. Peraturan Menteri Dalam Negerl Republik Indonesia Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Tapin Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

'5a¢m. Prasarana
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan

Banner/leaflet

Momor Antrian

KEomputer

Maja

Kurs

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4
Toilet

Eompetens
Pelaksana

Fengawasan
internal

O

Berpenampilan menarik [Senyum, S5apa, Salam, Sopan dan Santun};
Menguasal Standar Operasional Prosedur;
Menguasai dan memahami tentang perizinan;
Mampu mengoperasikan komputer;
Mampu berkamunikas| secara lsan dan tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

 Memitiki kemampian kerfasama tim;
Dilakukan oleh atasan langsung secara berjen)ang;
Dilakukan secara kontinu,

umiah Pelaksana

1. Petugas Front Office;

2. JFT. Analls Kebijakan darl Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

&, Petugas Back Office;

5. Kepala Dinas PMPTSP

6, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;

7. IFT. Analis Kebijakan dari Bidang Infarmasi dan Pengendalian Pelaksaan
Penanaman Modal

Vi

Jamlnal; FPelwmm

Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk Iray-anan';ing sesual dengan Standar
Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampll, sapan dan santun

K

Jaminan Keamanan

Surat izin dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan serta cap stempel basah

Vi

Evaluasi Kinerja
Palaktana

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan sekurang-
kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil

..... it



5TA LAYANAN (5P

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/LEMBAGA KESEIAHTERAAN SOSIAL ANAK
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

Mo. | Komponen

Ketarangan

Persyaratan

L Eulli't'quhman bermateral;

2. Fotocopy Akta Pendirian darl Notaris dan atau Tanda Terdaftar dari Kementerian

Hukum dan HAM;

3. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS);

4, Fotocopy Surat Keputusan Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi yang

masih berlaku;

5. Fotocopy KTP dan NPWP Pengurus lembaga Kesejahteraan Sosial (Ketua,

Sekretaris dan Bendahara);

6. Surat Keterangan Domisili Lembaga / Panitia / Organisasl dari Kepala Desa/Lurah
7. Rekomendasi darl Dinas Teknis (sesual peruntukan);

8. Fotocopy Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terdahulu
yang belum habis masa berlakunya untuk Permochonan Perpanjangan |zin

Dperasional LKS;

Prosedur

1. Pemohon memasukkan Permohonan beserta berkas persyaratan ke Front Office;

Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

3. IFT. Analis Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memverifikasi berkas permohonan dan membuat konsep Surat lzin;

4, Petugas Back Office mencetak Surat izin;

s, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
memyerifikasi Surat {zin:

6. Kepala Dinas menandatangani Surat Izin;

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan memberikan Penomaran Surat |zin;

8. Petugas Front Office menyerahkan Surat lzin Kepada Pemohan;

Waktu Pelayanan

2 (dua) hari kerja {setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap)

v

Biaya / Tarif

Wl

Tanpa Biaya / Gratis

Produk Pelayanan

izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Lembaga I:m,l-lhtm'nn Sosial Anak

Penanganan
Pengaduan

1. Disampalkan secara langsung :maﬂ:lul- telapnn. Formulir pengaduan, konsultasi
langsung) maupun secara tidak langsung (melalul Sural, SM5 Kotak Pengaduan,

Email, LAPOR, dan SPAN LAPDR);

2. Petugas Front Office menerima pengaduan dan mencatat ke dalam Buku Register

Pengaduan;

3. JFT.Analis Kebllakan Bidang Penga